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RISNA RIZKIANA, E131 12 267, dengan judul skripsi Kerjasama Kontra-
Terorisme Jepang-ASEAN dalam Upaya Menanggulangi Terorisme di Asia 
Tenggara, di bawah bimbingan Drs. H. M Imran Hanafi, MA., M.Ec selaku 
pembimbing I dan Burhanuddin S.IP, M.Si. selaku pembimbing II, departemen 
Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin, Makassar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kerjasama 
kontra-terorisme Jepang-ASEAN dalam upaya menanggulangi terorisme di Asia 
Tenggara dan untuk mengetahui tantangan-tantangan dalam implementasi 
kerjasama kontra-terorisme Jepang-ASEAN. Untuk mencapai tujuan tersebut 
maka metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif-analitik. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik telaah pustaka. 
Data bersumber dari buku-buku, artikel-artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen 
lainnya. Penulis menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terorisme sebagai salah satu masalah keamanan 
dan merupakan permasalahan lintas negara sehingga dibutuhkan kerjasama 
dengan pihak lain dalam hal ini ASEAN dan Jepang untuk mengatasinya. 
Kerjasama kontra-terorisme yang dilakukan Jepang dan ASEAN menunjukkan 
adanya upaya dalam menanggulangi terorisme di Asia Tenggara. Mengingat 
terorisme merupakan kejahatan lintas negara, maka selama implementasi 
kerjasama kontra-terorisme Jepang-ASEAN terdapat beberapa hambatan dan 
tantangan. Tantangan ini berkenaan dengan lemahnya kontrol perbatasan dan 
adanya kesenjangan komitmen diantara negara-negara ASEAN. 
 






RISNA RIZKIANA, E 131 12 267, Japan-ASEAN Counter-Terrorism 
Cooperation in Countering Terrorism in South East Asia, supervised by  Drs. H. 
M Imran Hanafi, MA., M.Ec as Supervisor I and Burhanuddin, S.IP, M.Si as 
supervisor II, department of International Relations, Political and Social Science, 
Hasanuddin University, Makassar. 
This Research aims to determine the implementation of Japan-ASEAN counter-
terrorism cooperation in countering terrorism in South East Asia and the 
challenges in attempt to implement that cooperation. In order to explain those 
matters above, this research used several methods in terms of how to conduct the 
research, collect all data needed, describe and analyze the issue. Those methods 
respectively are descriptive-analytic, library research and quantitative analysis. 
The results of the research show that terrorism indeed as transnational crime needs 
to be fought through transnational cooperation, using the case of South East Asia, 
one of the cooperation conducted to fight the case is cooperation between ASEAN 
and Japan. This cooperation shows there is an effort in progress to fight terrorism 
in South-East Asia. In a process of implementing the cooperation, all parties 
engaged facing some difficulties or challenges, such as: the lack of control in state 
border and commitment among states members of ASEAN. 
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A. Latar Belakang 
Hubungan internasional beberapa tahun ini menunjukkan berbagai 
kecenderungan baru. Seperti berakhirnya Perang Dingin, isu-isu baru mulai 
bermunculan dan secara signifikan telah mengubah wajah dunia seperti 
konflik etnis, munculnya terorisme internasional, mengemukanya globalisasi 
dengan segala aspeknya, regionalisasi di berbagai penjuru dunia dan 
kecenderungan internasionalisasi isu-isu lokal. Berbagai kecenderungan baru 
yang tengah melanda dunia ini tentunya membawa konsekuensi-konsekuensi 
baru terhadap interaksi global.1 
Salah satu tantangan keamanan yang paling serius dalam tatanan dunia 
pasca Perang Dingin adalah terorisme. Terorisme bersifat transnasional atau 
lintas negara yang biasanya dipimpin oleh aktor non-negara. Isu terhadap 
terorisme pertama kali mencuat ketika runtuhnya gedung World Trade Centre 
(WTC) dan Pentagon di Amerika Serikat yang terjadi pada tanggal 11 
September 2001. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan peristiwa 9/11. Pasca 
peristiwa tersebut, Pemerintah Amerika Serikat yang pada waktu itu dipimpin 
oleh Presiden George Walker Bush kemudian secara resmi menetapkan global 
war on terrorism pada 20 September 2001 dalam skala global untuk 
memerangi ancaman terorisme internasional. Kebijakan tersebut kemudian 
                                                          
1 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan 
Internasional. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Hal. 10. 
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menyudutkan jaringan terorisme internasional Al-Qaeda yang dianggap 
bertanggung jawab atas tragedi WTC.2 
Serangan teroris terhadap Amerika Serikat bulan September tahun 
2001 yang lalu bukan hanya telah membentuk agenda keamanan baru, tetapi 
juga telah menciptakan masalah-masalah keamanan baru bagi masyarakat 
internasional. Dalam dunia yang semakin global, terorisme telah berkembang 
sejalan dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, dan ini 
memungkinkan kelompok-kelompok teroris melakukan kegiatan mereka 
melampaui batas-batas negara tanpa dideteksi. Terorisme adalah sebuah 
ancaman dan karena ancaman ini masyarakat internasional harus bertindak 
bersama-sama untuk mempersempit ruang gerak teroris dan mencegah 
terulangnya tragedi September 2001. 
Setiap aksi terorisme memiliki motivasi berbeda-beda tergantung pada 
kondisinya masing-masing. Tindakan terorisme dapat didasarkan pada dua 
motif umum, yaitu objective driven act dan terror driven act. Objective driven 
act berkaitan dengan tindakan terorisme yang didasarkan pada beberapa 
permintaan yang harus dipenuhi pemerintah. Cara yang biasa digunakan yakni 
melalui penyanderaan. Bentuk ini memberikan kesempatan kepada pemerintah 
untuk bernegosiasi atau mengubah kebijakannya. Terror driven act didasarkan 
pada tindakan balas dendam, atau digunakan juga sebagai peringatan atau 
ancaman kekerasan yang akan terjadi jika pemerintah tidak mengubah 
                                                          
2 Hizkia Yosias Simon Polimpung. Psikoanalisis Paradoks Kedaulatan Kontemporer-Kasus 
Kebijakan Global War on Terror Amerika Serikat semasa Pemerintahan George W. 
Bush. lib.ui.ac.id/file?file=digital/134135-T%2027924-Psikoanalisis%20paradoks-
Analisis.pdf, diakses pada tanggal 19 Desember 2015. Pukul 19.32 WITA. 
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kebijakannya. Motif lain yang banyak terjadi sekarang ini adalah didasarkan 
pada isu etnis, agama, kesenjangan sosial-ekonomi, dan perbedaan ideologi 
yang terjadi dalam suatu masyarakat.3 
Terorisme sering dikaitkan dengan islam, mengingat peristiwa 9/11 
dicurigai dilakukan oleh jaringan terorisme Al-Qaeda yang ada di 
Afghanistan. Oleh karena itu, negara-negara yang mayoritas penduduknya 
beragama islam seperti negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara 
menjadi fokus utama bagi jaringan teroris internasional.4 Isu dari terorisme 
sudah menjadi hal penting sejak serangan teroris di Pusat Perdagangan Dunia 
AS dan Pentagon pada 11 September 2001. Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) yang dipimpin oleh AS, sudah melaksanakan suatu kampanye untuk 
membawa semua negara yang ada di dunia secara bersama-sama menyatakan 
perang terhadap terorisme yang merupakan ancaman bagi keamanan dunia. 
Serangan yang terjadi pada 11 September 2001 yang lalu telah terbukti 
memberikan efek yang besar tidak hanya bagi Amerika Serikat (AS) sebagai 
negara yang diserang, tetapi juga terhadap perkembangan keamanan secara 
global. Peristiwa ini kemudian mendapat tanggapan dari berbagai pihak, tanpa 
terkecuali negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Di bawah 
organisasi regional Asia Tenggara yang bernama ASEAN, kesepuluh negara 
ini sadar akan ancaman besar yang dihadapi dan mulai memutuskan untuk 
lebih serius menanggapi fenomena global yang disebut terorisme. 
                                                          
3 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. Op. Cit. Hal. 141. 
4 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/45463/3/Chapter%20II.pdf. Diakses pada tanggal 
10 Agustus 2016. Pukul 20.11 WITA. 
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Terorisme menjadi penting sejak terjadinya peristiwa 9/11 di Amerika. 
Kampanye anti-terorisme yang dilancarkan presiden Bush telah menjadikan 
Asia Tenggara sebagai “front kedua” setelah Afghanistan. Asia Tenggara 
menjadi target kampanye terorisme karena dua hal. Pertama, mayoritas 
penduduk di kawasan ini beragama Islam, yakni, agama yang sama dengan 
yang dipeluk Osama Bin Laden yang dituduh Amerika berada dibalik 
serangan di New York dan Washington D.C. Kedua, di kawasan ini memang 
terdapat beberapa kelompok minoritas Islam yang cenderung keras dalam 
menyampaikan aspirasi mereka yang tersebar di Indonesia, Malaysia, dan 
Filipina.5 
Asia Tenggara dianggap sebagai kawasan yang berpotensi terhadap 
ancaman dan serangan teroris karena adanya kelompok Islam radikal yang 
dianggap beralih menjadi kelompok teroris yang tersebar di Asia Tenggara. 
Contohnya Moro Islamic Liberation Front (MILF), Abu Sayyaf Group (ASG), 
dan Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) yang berada di Filipina, 
serta Jemaah Islamiyah (JI) di Indonesia.6 Abu Sayyaf Group dan Jemaaah 
Islamiyah bahkan dimasukkan dalam daftar organisasi teroris paling 
berbahaya di dunia.7 Kasus pengeboman yang terjadi di Bali, Oktober 2002 
dan di konsulat AS di Denpasar dianggap sebagai serangan teroris paling 
                                                          
5 Bambang Cipto. 2007. Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
Hal. 237. 
6 Nyshka Chandran. The Terror Groups on Southeast Asia's Doorstep. 
http://www.cnbc.com/2015/11/19/paris-attacks-malaysian-killing-puts-focus-on-
southeast-asian-terror-groups.html. Diakses pada tanggal 18 April 2016. Pukul 
04.01 WITA. 
7 10 Organisasi Teroris Paling Berbahaya di Dunia. 
https://m.tempo.co/read/news/2015/03/20/115651469/10-organisasi-teroris-paling-
berbahaya-di-dunia. Diakses pada tanggal 18 April 2016. Pukul 04.55 WITA. 
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mematikan kedua di dunia sejak peristiwa 9/11. Selanjutnya, kasus 
pengeboman kapal superferry 14 di Manila merupakan salah satu kasus 
penyerangan maritim yang paling besar hingga saat ini.8  
Pada awalnya, gerakan terorisme di Asia Tenggara merupakan gerakan 
separatisme yang ingin menentang pemerintahan nasional atas rasa 
ketidakadilan yang diterima oleh kelompok radikal tersebut. Upaya 
pemerintah untuk memerangi terorisme memerlukan penanggulangan baik 
secara nasional maupun regional. Mengingat jaringan teroris bersifat 
transnasional, ASEAN telah membahas isu ini dalam konteks membangun 
ASEAN Political Security Community (APSC) dan berusaha untuk 
mengembangkan mekanisme regional untuk menangani masalah terorisme di 
dalam kawasan.9 
Setelah peristiwa pengeboman yang terjadi di Amerika Serikat, 
ASEAN telah mengambil langkah awal dalam menghadapi ancaman terorisme 
dengan menandatangani ASEAN Declaration on Joint Action to Counter 
Terrorism pada 5 November 2001.10 Pencapaian utama ASEAN dalam 
kampanye perang melawan terorisme adalah dengan dideklarasikannya 
ASEAN Convention on Counter Terrorism pada 13 Januari 2007. ACCT ini 
merupakan konvensi yang mengikat negara-negara anggota ASEAN dalam 
                                                          
8 Rohan Gunaratna. 2006. Terrorism in Southeast Asia: Threat and Response. Singapore: Hudson 
Institute. Hal. 3. 
9 Navigating Change: ASEAN-Japan Strategic Partnership in East Asia and in Global Governance. 
http://jcie.org/researchpdfs/ASEAN-Japan/NavChange/18.pdf. Diakses pada tanggal 18 
April 2016. Pukul 04.58 WITA. 
10 2001 ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism. 
http://www.asean.org/?static_post=2001-asean-declaration-on-joint-action-to-counter-
terrorism. Diakses pada tanggal 18 April 2016. Pukul 00.21 WITA. 
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komitmennya melawan terorisme. Instrumen yang dibentuk dalam ACCT ini 
adalah penguatan kerjasama regional, misalnya bantuan hukum timbal balik 
dalam masalah pidana dan adanya kemungkinan dalam proses ekstradisi 
tersangka terorisme.11 
Memperkuat aliansi dan kerjasama dengan setiap negara untuk 
menanggulangi terorisme menjadi sangat penting. Namun upaya itu juga harus 
didukung dengan strategi keamanan kawasan Asia Tenggara serta 
memaksimalkan setiap kekuatan yang dimiliki. Kekuatan militer, pertahanan 
nasional, penegakan hukum, intelijen, dan upaya-upaya untuk mematahkan 
jalan dari pembiayaan operasi terorisme merupakan sebuah langkah yang 
harus dilakukan.12 
Salah satu upaya ASEAN dalam menanggulangi masalah terorisme 
adalah menjalin kerjasama dengan Jepang selaku mitra wicara ASEAN 
melalui ASEAN-Japan Joint Declaration for Cooperation to Combat 
Internasional Terrorism pada 30 November 2004.13 Selanjutnya ASEAN telah 
melakukan dialog dengan Jepang sebanyak sembilan kali membahas masalah 
terorisme yang dimulai sejak 2006 sampai 2014. Hal ini dilakukan untuk 
                                                          
11 Alfred Gerstl. 2010. The Depoliticisation and ‘ASEANisation’ of Counter-Terrorism Policies in 
South-East Asia: A Weak Trigger for a Fragmented Version of Human Security, Current 
Research on South-East Asia. Vienna: Society for South-East Asian Studies. Hal 65. 
12 ASEAN-Jepang Perangi Terorisme. 
http://unisosdem.org/article_detail.php?aid=4701&coid=1&caid=45&gid=4. Diakses 
pada tanggal 13 April 2016. Pukul 17.03 WITA. 
13 ASEAN Documents on Combating Transnational Crime and Terrorism. 
http://www.asean.org/storage/images/archive/documents/DocSeriesOnTC.pdf. Diakses 
pada tanggal 28 Maret 2016. Pukul 11.15 WITA. 
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memperkuat kerjasama melawan terorisme di Asia Tenggara dalam persiapan 
pembangunan ASEAN Community 2015.14 
Asia Tenggara melakukan kerjasama dengan Jepang dalam upaya 
menanggulangi terorisme adalah demi kepentingan keamanan di dalam 
kawasan. Jepang sendiri melakukan kerjasama ini karena sadar akan ancaman 
terorisme internasional yang masih tinggi. Tiga kebijakan dasar dari langkah-
langkah Jepang dalam melawan terorisme internasional, yaitu memperkuat 
kontra-terorisme secara nasional, melakukan kerjasama internasional, dan 
memberikan bantuan peningkatan kemampuan (Capacity building) kontra-
terorisme bagi negara-negara yang membutuhkan.15 Berdasarkan kebijakan 
inilah Jepang memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan ASEAN. Jepang 
menyatakan komitmen untuk membantu negara-negara ASEAN memerangi 
terorisme. Melalui Japan ASEAN Integrated Fund (JAIF), Jepang akan 
memberikan bantuan dana pada negara Asia Tenggara yang memiliki program 
kontra-radikalisme.16 
ASEAN menjalin kerjasama dengan Jepang di bidang keamanan 
khususnya kerjasama melawan terorisme merupakan bukti bahwa Jepang 
melakukan kerjasama dengan ASEAN tidak hanya dalam bidang ekonomi 
maupun perdagangan, tetapi juga dalam bidang keamanan. Jepang setuju 
                                                          
14 9th ASEAN-Japan Counter-Terrorism Dialogue. 
http://www.mofa.go.jp/press/release/press23e_000018.html. Diakses pada tanggal 26 
Maret 2016. Pukul 12.01 WITA. 
15 Japan's International Counter-Terrorism Cooperation. 
www.mofa.go.jp/policy/terrorism/coop0208.pdf. Diakses pada tanggal 18 April 2016. 
Pukul 16.15 WITA. 
16 Jepang Bantu ASEAN Perangi Terorisme. 
https://m.tempo.co/read/news/2015/07/08/118682124/jepang-bantu-asean-perangi-
terorisme. Diakses pada tanggal 15 April 2016. Pukul 16.18 WITA. 
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untuk menjalin kerjasama dengan ASEAN dalam memerangi terorisme 
dengan alasan bahwa Asia Tenggara merupakan pasar yang potensial bagi 
Jepang. Bahkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara merupakan 
pemasok bahan mentah untuk kepentingan produksi sekaligus menjadi pasar 
bagi produk Jepang karena negara-negara tersebut memiliki sumber daya alam 
yang dibutuhkan oleh Jepang. Selain itu, kawasan Asia Tenggara memiliki 
letak geografis yang strategis, sehingga kawasan ini merupakan kunci lintas 
perdagangan bagi Jepang. Dengan adanya masalah terorisme di Asia Tenggara 
tentu akan mempengaruhi keamanan dalam kawasan ini sehingga dapat 
memberikan dampak bagi Jepang terutama dibidang ekonomi. Kerjasama ini 
diharapkan setidaknya dapat mengurangi ancaman atau tindakan terorisme 
yang terjadi di Asia Tenggara agar menciptakan keadaan yang aman di dalam 





B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Masalah terorisme merupakan fenomena pasca Perang Dingin yang 
perlu mendapat perhatian lebih dari seluruh dunia. Asia Tenggara sebagai 
kawasan yang dianggap berpotensi terhadap ancaman terorisme. Terlebih lagi 
semenjak terjadinya peristiwa pengeboman di Amerika Serikat pada 11 
September 2001 yang dicurigai dilakukan oleh kelompok teroris Al-Qaeda. 
ASEAN sebagai organisasi perkumpulan negara-negara yang ada di Asia 
Tenggara kemudian menjalin kerjasama dengan Jepang melalui ASEAN-Japan 
Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism pada 30 
November 2004. 
Dalam pembahasan ini, penulis memfokuskan pada kerjasama antara 
ASEAN dan Jepang dalam menanggulangi masalah terorisme. Penulis juga 
mengambil sampel tiga negara yang berada di Asia Tenggara yakni Filipina, 
Thailand, dan Indonesia mengingat potensi ancaman terorisme diketiga negara 
ini cukup tinggi dibanding negara-negara lain yang berada di kawasan Asia 
Tenggara. Hal ini dilakukan untuk dapat memahami pokok dari pembahasan 
yang ada. Penulis juga merasa perlu untuk memberikan batasan masalah yakni 
implementasi dan tantangan implementasi kerjasama dalam upaya 
menanggulangi terorisme di Asia Tenggara yang dilakukan pasca peristiwa 
9/11. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diurikan di atas, penulis 
merumuskan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaiman implementasi kerjasama kontra-terorisme ASEAN-Jepang 
dalam upaya menanggulangi terorisme di Asia Tenggara? 
2. Bagaimana tantangan implementasi kerjasama kontra-terorisme ASEAN-
Jepang dalam upaya menanggulangi terorisme di Asia Tenggara? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan batasan dan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan 
untuk: 
a. Mengetahui implementasi kerjasama kontra-terorisme ASEAN-Jepang 
dalam upaya menanggulangi terorisme di Asia Tenggara. 
b. Mengetahui tantangan implementasi kerjasama kontra-terorisme 
ASEAN-Jepang dalam upaya menanggulangi terorisme di Asia 
Tenggara. 
2. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua elemen dan 
orang-orang yang memiliki kepentingan atau pun yang berminat pada 
permasalahan yang ditulis oleh penulis sehingga tulisan ini dapat dijadikan 
acuan terkait masalah tersebut. Adapun kegunaan penelitian yang ingin 
dicapai sebagai berikut: 
a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi 
mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional tentang kerjasama ASEAN 
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dan Jepang khususnya di bidang kontra-terorisme dalam upaya 
menanggulangi terorisme di Asia Tenggara. 
b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi para penstudi Ilmu Hubungan 
Internasional yang berhubungan dengan kerjasama ASEAN dan 
Jepang dalam menanggulangi terorisme di Asian Tenggara. 
 
D. Kerangka Konseptual 
Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan 
segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat 
internasional, baik oleh pelaku negara-negara (state actor) maupun oleh 
pelaku-pelaku bukan negara (non-state actor). Pola hubungan atau interaksi 
ini dapat berupa kerjasama (cooperation), persaingan (competition), dan 
pertentangan (conflict).17 Tentu pola interaksi yang diharapkan adalah 
terbentuknya kerjasama. 
  Kerjasama internasional tidak dapat dipisahkan dalam konteks 
hubungan internasional. Kerjasama internasional menjadi penting dewasa ini 
karena adanya rasa saling ketergantungan antara satu negara dengan negara 
lain sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Kerjasama dilakukan 
karena setiap negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. 
Kerjasama Internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh 
suatu negara dengan lain yang bertujuan memenuhi kebutuhan rakyatnya dan 
untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama internasional dapat 
                                                          
17 T. May Rudy. 2003. Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global. 
Bandung: PT. Refika Aditama. Hal 2. 
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dilakukan di dalam segala aspek kehidupan, antara lain dalam bidang 
ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, keamanan dan aspek 
lainnya. Dengan adanya ketergantungan ini, maka akan menimbulkan suatu 
hubungan timbal balik yang diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi 
pihak-pihak yang melakukan kerjasama maupun masyarakat internasional 
pada umumnya.18 
Dalam kerjasama kontra-terorisme yang dijalin ASEAN dan Jepang 
termasuk dalam kerjasama dibidang keamanan (cooperative security). Konsep 
cooperative security telah berkembang selama beberapa dekade terakhir. Pada 
awal 90-an konsep cooperative security didefinisikan sebagai prinsip strategis 
untuk mencapai tujuan melalui persetujuan dalam sebuah institusi atau 
lembaga daripada melalui ancaman berupa material atau paksaan fisik.19 
Cooperative security menekankan pada upaya untuk menciptakan keamanan 
melalui dialog, konsultasi, dan pembentukan saling percaya antara negara-
negara yang menjalin kerjasama. Konsep ini sebenarnya ditujukan untuk 
menyusun hubungan-hubungan baru atas dasar nila-nilai bersama tentang 
keamanan sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan 
                                                          
18 Tazrian Juniarto Saputra. 2013. Kerjasama United State Environmental Protection Agency (US-
EPA)-Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Udara & Kesehatan Publik (Studi Kasus 
Program Breathe Easy Jakarta). Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 1 (2): 119-128. 
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/04/11.Hal_.-119-
128.pdf. Diakses pada tanggal 26 April 2016. Pukul 15.19 WITA. 
19 Heinz Vetschera. Cooperative Security-the Concept and its Application in South Eastern 
Europe. 
http://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/10_wg13_aacs_40.pdf. Diakses pada 
tanggal 26 April 2016. Pukul 16.46 WITA. 
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bahwa masing-masing aktor harus mempunyai komitmen dan tanggung jawab 
sebagai anggota dari masyarakat internasional.20 
Hubungan internasional dewasa ini tidak dapat dipisahkan isu-isu 
global kontemporer. Adanya isu global yang ditandai dengan meningkatnya 
hubungan saling ketergantungan antar negara. Hal itu karena adanya 
kesadaran bahwa kegagalan dalam mengatasi isu global tersebut dapat 
mempengaruhi kehidupan masyarakat internasional secara keseluruhan. 
Berikut ini adalah beberapa isu-isu global kontemporer yang meliputi isu-isu 
tentang globalisasi, terorisme internasional, perdagangan bebas, lingkungan 
hidup, migrasi internasional, dan hak asasi manusia dalam hubungan 
internasional.21 
Salah satu isu global yang perlu mendapat perhatian adalah terorisme. 
Terorisme merupakan bagian dari transnational crime. Pada lingkup 
multilateral, konsep transnational crime disebut Transnational Organized 
Crimes (TOC) yang disesuaikan dengan instrumen hukum internasional yang 
telah disepakati tahun 2000 yaitu Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas 
Negara Terorganisir (United Nations Convention on Transnational Organized 
Crime-UNTOC). UNTOC menyebutkan bahwa transnational organized crime 
(TOC) atau kejahatan lintas negara terorganisir adalah kejahatan lintas negara 
yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, terdiri atas tiga orang 
atau lebih, dalam kurun waktu tertentu dan dilakukan secara terorganisir 
dengan tujuan untuk melakukan satu atau lebih kejahatan serius sebagaimana 
                                                          
20 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani. Op. Cit. Hal 129. 
21 Ibid. Hal 136. 
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yang dimaksud di dalam konvensi dalam rangka memperoleh, secara langsung 
maupun tak langsung, keuntungan finansial atau material lainnya. 
Terorisme merupakan kegiatan negara atau pelaku non negara yang 
mempergunakan teknik kekerasan dalam usahanya menggapai tujuan politik. 
Metode yang dipergunakan kaum teroris termasuk pembajakan pesawat 
terbang, penyanderaan, sabotase, pemboman, perampokan bank, penculikan 
pemimpin politik serta pembunuhan yang bermotif politik. Organisasi teroris 
biasanya berusaha untuk memperoleh perhatian media massa dan public 
dengan tindakan mereka. Kebanyakan teroris adalah manusia idealis yang 
menganggap dirinya sebagai patriot atau pembela hak rakyat.22 
Para teroris dewasa ini sering menjadi pemimpin patriotik dan 
pahlawan nasional di masa mendatang. Kenyataan ini membuat penghancuran 
terorisme semakin sulit bagi masyarakat nasional dan internasional. 
Sebelumnya frekuensi dan daya tarik kegiatan teroris masih sangat kecil dan 
kontras dengan luasnya publisitas yang diterima oleh kaum teroris. Beberapa 
organisasi teroris berusaha untuk mengklaim diri mereka sebagai pelaku dari 
pemboman atau pembunuhan yang mengerikan.23 
ASEAN secara bertahap menanggapi isu terorisme ini melalui 
serangkaian pertemuan dalam forum-forum resminya. Dua bulan setelah 
peristiwa 9/11 dalam pertemuan puncak ASEAN ke-7 di Brunei Darusalam 
ASEAN mendeklarasikan tindakan bersama untuk menanggulangi terorisme. 
ASEAN secara kelembagaan terus melakukan upaya untuk memerangi 
                                                          
22 Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. Kamus Hubungan Internasional, terj. Wawan Juanda. 




terorisme. Dukungan tersebut disampaikan ASEANmelalui pertemuan puncak 
ARF ke-9 di Brunei Juli 2002, pertemuan puncak ASEAN di Phnom Penh 
bulan November 2002. ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime 
(AMMTC) adalah media yang paling penting bagi ASEAN dalam 
menanggapi isu terorisme. Hingga tahun 2003 ASEAN sibuk melakukan 
konsolidasi ke dalam (antar anggota) dan ke luar (dengan mitra dialog), salah 
satunya Jepang untuk memperkuat upaya melawan ancaman terorisme.24 
E. Metode Penelitian 
Kata penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu 
research, yang berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian merupakan 
“suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan suatu usaha 
pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari? Pada dasarnya yang 
dicari adalah pengetahuan yang benar yang dapat memberikan manfaat.  
Metodi yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif. 
1. Tipe Penelitian 
Dari beberapa rumusan masalah yang diambil oleh penulis, maka 
penulisan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. 
Dalam tipe penelitian deskriptif ini, penulis mencoba memberikan 
gambaran mengenai kerjasama keamanan yang dilakukan oleh ASEAN-
Jepang dalam upaya menanggulangi terorisme di Asia Tenggara. 
2. Teknik Pengumpulan Data 
                                                          
24 Bambang Cipto. Op. Cit. Hal 239-240. 
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Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah telaah 
pustaka (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan data dari 
literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dan 
kemudian menganalisanya. Literatur ini berupa buku-buku, artikel-artikel, 
jurnal, situs informasi resmi pemerintah, internet ataupun laporan yang 
berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. 
3. Jenis Data 
Jenis data adalah subjek utama dalam meneliti gejala atau masalah 
untuk memperoleh data-data yang konkrit, adapun jenis data dalam 
penulisan ini adalah jenis data sekunder yang didapat melalui telaah 
pustaka (library research) dari berbagai sumber baik berupa jurnal, buku, 
laporan, ataupun dokumen-dokumen terkait kerjasama kontra-terorisme 
ASEAN-Jepang. 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah 
teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan yang diteliti 
digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari data yang ada 
kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya 






A. Konsep Kerjasama Keamanan 
Interaksi dalam hubungan internasional yang melibatkan para aktor HI 
merupakan kegiatan yang dilakukan dalam mencapai kepentingan masing-
masing. Untuk mencapai kepentingan tersebut diperlukan usaha dalam 
membangun hubungan antara satu pihak dengan pihak lain. Hubungan yang 
dimaksud adalah hubungan bilateral yang mana melibatkan dua pihak. Salah 
satu alasan terbentuknya hubungan bilateral adalah adanya rasa saling 
ketergantungan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Interaksi dalam 
hubungan bilateral tidak dapat dipisahkan dari kerjasama. Dimana dalam 
bahasan disini meliputi kerjasama yang dilakukan oleh Jepang dan ASEAN. 
Kerjasama dalam hubungan internasional dikenal sebagai kerjasama 
internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam 
kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat 
dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain 
dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam 
hubungan internasional. Isu utama dalam kerjasama internasional yaitu 
berdasarkan pada sejauhmana keuntungan bersama yang diperoleh dapat 
mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan 
kompetitif.25 
                                                          
25 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani. Op. Cit. Hal 33-34. 
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Dengan kata lain, kerjasama internasional dapat terbentuk karena 
kehidupan internasional meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, 
ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. 
Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga 
mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai 
masalah tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama 
internasional. 
Kerjasama kontra-terorisme yang dijalin oleh Jepang dan ASEAN 
adalah kerjasama dalam upaya untuk menanggulangi terorisme di Asia 
Tenggara. Kerjasama ini merupakan kerjasama keamanan yang dilakukan 
untuk menciptakan keamanan dalam kawasan Asia Tenggara. Keamanan 
merupakan hal mendasar bagi sebuah negara. Berakhirnya Perang Dingin 
telah membuka era baru dalam pemahaman tentang keamanan. Definisi 
keamanan tidak lagi bertumpu pada konflik ideologis antara blok Barat dan 
blok Timur. Namun, kini isu keamanan meliputi pula soal-soal ekonomi, 
pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, terorisme, demokratisasi, 
konflik etnik dan berbagai masalah sosial lainnya. 
Masalah keamanan menjadi penting bagi suatu negara sebagai 
instrument politik luar negeri baik dalam kaitannya dengan tujuan nasional 
maupun kepentingan nasional suatu negara, dan bahkan memperlihatkan 
kedudukannya sebagai suatu kekuatan yang riil. Misalnya, kejahatan 
internasional kini telah menjadi suatu tantangan yang serius terutama setelah 
isu terorisme mencuat. Hal ini kemudian yang terjadi di Asia Tenggara. 
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Sehingga ASEAN sebagai organisasi kawasan bertugas untuk menangani 
masalah keamanan kawasan yang dapat disebabkan oleh ancaman terorisme. 
Pengertian keamanan dimana tidak adanya ancaman eksistensial 
terhadap sebuah negara yang dilakukan oleh negara lain menjadi perdebatan 
dalam hubungan internasional. Pertama, dikatakan bahwa negara bukan subjek 
yang tepat, setidaknya negara bukanlah subjek tunggal dalam keamanan. 
Minoritas sosial, etnis, agama atau budaya, individu-individu yang memiliki 
kebutuhan dasar atau bahkan masyarakat dunia dinyatakan sebagai pihak yang 
berperan dalam keamanan dan mempunyai hak yang sama dengan negara. 
Kedua, ditekankan bahwa perhatian yang hanya ditujukan pada dimensi fisik 
atau politis; keamanan entitas territorial dikatakan tidak tepat, setidaknya 
dalam era saling ketergantungan yang kompleks.26 
Ada beberapa dimensi keamanan yang mulai bergeser dari konsep 
tradisional menuju non-tradisional menurut DR. Anak Agung Banyu Perwita 
dan DR. Yanyan Mochamad Yani27 diantaranya: 
1. The origin of threats. Bila pada masa Perang Dingin, ancaman-
ancaman yang dihadapi selalu dianggap datang dari pihak luar 
atau/eksternal sebuah negara maka pada masa kini, ancaman-
ancaman dapat berasal dari domestik dan global. Dalam hal ini, 
ancaman yang berasal dari dalam negeri biasanya terkait dengan 
isu-isu primordial seperti etnis, budaya, dan agama. 
                                                          
26 Walter Carlsnaes, Thomas Risse dan Beth A. Simmons. 2013. Handbook Hubungan 
Internasional, terj. Imam Baehaqie. Bandung: Nusa Media. Hal 761. 
27 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani. Op. Cit. Hal 123-125. 
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2. The nature of threats. Secara tradisional, dimensi ini menyoroti 
ancaman yang bersifat militer, namun berbagai perkembangan 
nasional dan internasional telah mengubah sifat ancaman menjadi 
jauh lebih rumit. Dengan demikian, persoalan keamanan menjadi 
jauh lebih komprehensif dikarenakan menyangkut aspek-aspek lain 
seperti ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup dan bahkan isu-
isu lain seperti demokratisasi dan HAM. 
3. Changing response. Bila selama ini respon yang muncul adalah 
tindakan kekerasan/militer semata, maka kini isu-isu seperti 
lingkungan hidup, HAM, dan terorisme perlu pula di atasi dengan 
berbagai pendekatan non-militer. Dengan kata lain, pendekatan 
keamanan yang bersifat militeristik sepatutnya digeser oleh 
pendekatan-pendekatan non-militer seperti ekonomi, politik, 
hokum, dan sosial-budaya. 
4. Changing responsibility of security. Bagi para pengusung konsep 
keamanan tradisional, negara adalah “organisasi politik” terpenting 
yang berkewajiban menyediakan keamanan bagi seluruh warganya. 
Sementara itu, para penganut konsep keamanan “baru” menyatakan 
bahwa tingkat keamanan yang begitu tinggi akan sangat 
bergantung pada seluruh interaksi individu pada tataran global. 
5. Core values of security. Berbeda dengan kaum tradisional yang 
memfokuskan keamanan pada national independence, kedaulatan, 
dan integritas territorial, kaum modernis mengemukakan nilai-nilai 
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baru baik dalam tataran individual maupun global yang perlu 
dilindungi. Nilai-nilai baru ini antara lain penghormatan pada 
HAM, demokratisasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup, 
dan upaya-upaya memerangi kejahatan lintas batas (transnational 
crime) baik itu perdagangan narkotika, money laundering, dan 
terorisme. 
Berdasarkan dimensi keamanan ini menggambarkan bahwa isu 
keamanan dalam hubungan internasional dewasa ini menjadi semakin luas dan 
kompleks sehingga dibutuhkan kerjasama dalam menangani isu keamanan 
tersebut. Hal ini yang dilakukan oleh Jepang dan ASEAN. Yang mana kedua 
belah pihak melakukan kerjasama dalam upaya menanggulangi terorisme di 
Asia Tenggara. Keamanan dalam kawasan diharapkan dapat tercipta dengan 
secara kolektif melakukan kerjasama untuk menghindari dampak negatif dari 
tindakan terorisme. 
Kerjasama keamanan mulai dikenal ASEAN pada tahun 2003 dalam 
summit meeting di Bali dengan mendeklarasikan ASEAN Concord II 
menggantikan ASEAN Concord I (1976). Hal ini dilakukan untuk membangun 
pilar ASEAN Security Community, dimana tujuannya untuk mengelola segala 
konflik secara kolektif (managed collectively). Kerjasama keamanan pada 
hakikatnya bersifat non-militeristic. Yang mana bagi pihak-pihak yang 
melakukan kerjasama, dalam hal ini Jepang dan ASEAN dapat menciptakan 
dan meningkatkan stabilitas keamanan dalam kawasan Asia Tenggara. 
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Kerjasama keamanan telah ada sejak dimulainya konflik Timur-Barat 
dimana kerjasama tumbuh bahkan ketika persaingan diantara keduanya terus 
berlangsung. Berakhirnya konflik tersebut mengakibatkan meningkatnya 
kolaborasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbagai jenis aksi 
membangun kepercayaan mulai ditunjukkan melalui Forum Regional 
ASEAN.28 Konsep kerjasama keamanan ini pada dasarnya merupakan sebuah 
konsep yang mengedepankan tentang bagaimana menyusun hubungan atas 
dasar nilai  bersama mengenai keamanan yang mana setiap aktor yang terlibat 
dalam kerjasama ini mempunyai tanggungjawab sebagai masyarakat 
internasional yang sadar untuk mewujudkan keamanan. 
Dalam kerjasama keamanan, hal yang diperlukan agar kerjasama 
tersebut dapat terjalin dengan baik adalah dengan meningkatan rasa saling 
percaya satu sama lain yang dilakukan antara kedua pihak yakni ASEAN dan 
Jepang. Dimana melalui kerjasama ini akan dapat menanggulangi masalah 
terorisme di Asia Tenggara. Berbagai dialog dilakukan ASEAN dan Jepang 
dalam wadah kerjasama ini akan dapat mewujudkan keamanan di kawasan 
Asia Tenggara. 
Suatu negara memutuskan untuk melakukan kerjasama tentu 
mempunyai motivasi-motivasi tertentu. Menurut Peter Toma dan Robert 
Gorman29 motivasinya antara lain: 
                                                          
28 Walter Carlsnaes, Thomas Risse dan Beth A. Simmons. Op. Cit. Hal 764. 
29 Anita Novianti Sofyan. 2014. Kerjasama Uni Eropa-Indonesia dalam Mengatasi Illegal 
Logging dalam Kerangka Kerjasama FLEGT-VPA. 
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10141/Kerjasama%20FLEGT-
VPA2.pdf;sequence=1. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2016. Pukul 09.35 WITA. 
23 
 
1. Motivasi untuk memperkuat kepentingan nasional, dimana 
kerjasama dipandang oleh suatu negara merupakan alat untuk 
memperkuat kepentingan nasionalnya. 
2. Motivasi untuk memelihara perdamaian, suatu kerjasama 
diharapkan dapat memberikan jalan untuk menghindari konflik dan 
menghalangi terjadinya perang diantara negara-negara yang 
bertikai. 
3. Motivasi untuk mendorong kemakmuran ekonomi, dimana sebuah 
kerjasama diharapkan mampu mendorong tingkat kemakmuran 
ekonomi yang menjadi keinginan setiap negara. 
4. Motivasi untuk menangani eksternalitas, kerjasama yang 
diharapkan mampu menghilangkan dampak negatif yang 
ditimbulkan oleh aktifitas manusia, seperti menipisnya sumber 
daya alam serta terorisme. 
Berdasarkan motivasi tersebut, kerjasama yang dilakukan oleh Jepang 
dan ASEAN adalah kerjasama dalam menangani eksternalitas. Dalam hal ini, 
masalah terorisme di Asia Tenggara. Terorisme merupakan aktifitas yang 
dilakukan oleh manusia dalam bentuk organisasi atau pun bahkan dalam 
bentuk yang lebih besar yaitu negara. Tindakan dan ancaman terorisme tentu 
memberikan dampak negatif bagi negara-negara yang berada di Asia Tenggara 
sehingga untuk itu diperlukan upaya-upaya dalam menanggulanginya dalam 
rangka mewujudkan keamanan dalam kawasan, salah satunya dengan cara 




B. Konsep Terorisme 
Hubungan internasional pada masa lampau berfokus pada kajian 
mengenai perang dan damai yang kemudian meluas dengan mempelajari 
perkembangan, perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam 
hubungan antar negara atau antar bangsa dalam konteks sistem global tetapi 
masih bertitik berat pada hubungan politik yang biasa disebut sebagai high 
politics. Sedangkan hubungan internasional kontemporer selain tidak lagi 
hanya memfokuskan perhatian dan kajiannya pada hubungan politik yang 
berlangsung antar negara atau antar bangsa yang ruang lingkupnya melintasi 
batas-batas wilayah negara, juga telah mencakup peran dan kegiatan yang 
dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara (non-state actor). 
Kajian HI kontemporer kemudian menjadi lebih luas mencakup 
interdependensi perekonomian, kesenjangan Utara-Selatan, keterbelakangan, 
perusahaan transnasional hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan 
lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, 
terorisme, dan lain sebagainya. Salah satu kajian HI kontemporer adalah 
terorisme. Isu terorisme ini dianggap penting karena menyangkut masalah 
keamanan. 
Terorisme merupakan bagian dari kejahatan transnasional 
(transnational crime), dimana kejahatan ini merupakan aktivitas kriminal 
yang melewati batas-batas tradisional negara yang mulai diperkenalkan pada 
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dekade 1990-an. Menurut konvensi PBB mengenai TOC, suatu kejahatan 
internasional adalah: 
1. It is committed in more than one state 
2. It is committed in one state but a substantial part of its 
preparation, planning, direction or control takes place in another 
state 
3. It is committed in one state but involves an organized criminal 
group that engages in criminal activities in more than one state. 
4. It is committed in one state but has substantial effects in another 
state.30 
M. Cherif Bassiouni telah menyebutkan bahwa kejahatan transnasional 
adalah suatu tindak pidana internasional yang mengandung tiga unsur yakni 
unsur internasional, unsur transnasional, dan unsur kebutuhan (necessity). 
Unsur internasional meliputi unsur ancaman baik secara langsung maupun 
tidak langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia dengan 
menggoyahkan perasaan kemanusiaan. Sementara unsur transnasional 
meliputi unsur atau tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu 
negara, tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga 
negara dari lebih satu negara, dan sarana prasarana serta metode-metode yang 
dipergunakan melampaui batas territorial suatu negara. Adapun unsur 
                                                          
30 United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. 
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-
crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGA
NIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf. Diakses pada tanggal 08 
Agustus 2016. Pukul 20.00 WITA. 
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kebutuhan (necessity) didalamnya terdapat kerjasama antara negara-negara 
untuk melakukan penanggulangan.31 
Berdasarkan hal di atas, dapat dilihat bahwa kejahatan transnasional 
adalah kejahatan yang tidak mengenal batas teritorial suatu negara 
(borderless). Modus operandi dan bentuk atau jenisnya melibatkan beberapa 
negara dan sistem hukum berbagai negara.32 Sehingga kejahatan jenis ini 
dapat beroperasi dengan bebas dan berpindah-pindah negara. 
Selain itu, James O. Finckenauer juga menyatakan bahwa setidaknya 
kejahatan transnasional dipengaruhi oleh tiga faktor, yang menurutnya 
bukanlah penyebab dari kejahatan transnasional, melainkan memfasilitasi atau 
dalam beberapa kasus menjadi suatu kesempatan terjadinya kejahatan 
transnasional ini, diantaranya adalah: 
1. Globalisasi Ekonomi; 
2. Meningkatnya jumlah dan heterogenitas dari kaum imigran; dan 
3. Berkembangnya teknologi komunikasi.33 
 
Lebih lanjut, Finckenauer memberikan argumennya tentang kejahatan 
transnasional, yaitu: 
Most of the causes of transnational crime are not new; they are, in fact, 
quite similar to factors that drive crime in general: disparate 
socioeconomic conditions, which stimulate migration and its 
antecedent trafficking in persons; the desire for illegal goods and 
services, which moves crime into the transnational realm when the 
suppliers are in one country and the consumers are in another; and the 
universal greed for money and power.34 
                                                          
31 Transnational Organized Crime. 
www.lpsk.go.id/upload/LPSK_Buletin%20Kesaksian%20(single)_rev07_13092012.pdf. 
Diakses pada tanggal 09 Agustus 2016. Pukul 16.28 WITA. 
32 Ibid. 
33 Mohammad Irvan Olii. Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang 





Pada tahun 1995, PBB mengidentifikasi setidaknya terdapat 18 
kategori tindak kejahatan transnasional yang melibatkan lebih dari satu negara 
atau paling sedikit dua negara. Kejahatan ini berupa money laundering 
(pencucian uang), terrorism (terorisme), theft of art and cultural objects 
(pencurian objek seni dan kebudayaan), theft of intellectual property 
(pencurian karya intelektual), illicit arms trafficking (perdagangan gelap 
tentara dan senjata), aircraft hijacking (pembajakan pesawat), sea piracy 
(bajak laut), insurance fraud (penipuan), computer crime (kejahatan cyber), 
environmental crime (kejahatan terhadap lingkungan), trafficking in persons 
(penyelundupan manusia), trade in human body parts (perdagangan bagian 
tubuh manusia), illicit drug trafficking (penyelundupan obat bius), fraudulent 
bankruptcy (kecurangan), infiltration of legal business (penyusupan bisnis 
legal), corruption (korupsi), bribery of public (penyogokan pejabat publik), 
dan bribery of party officials (penyogokan pejabat partai).35 
Keberadaan transnational organized crime (TOC) menurut Peter 
Reuter secara luas dapat didefinisikan sebagai Organized crime consists of 
organizations that have durability, hierarchy and involvement in a multiplicity 
of criminal activities. Kejahatan yang memenuhi karakteristik TOC adalah 
dilakukan lebih dari satu negara; dilakukan di satu negara namun bagian 
penting seperti persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengendalian 
dilakukan di negara lain; dilakukan di satu negara tetapi melibatkan kelompok 




kriminal yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; 
dilaksanakan di satu negara tetapi berdampak pada negara lain.36 
Terorisme bukanlah fenomena baru dan telah dikaji sejak bertahun-
tahun yang lalu dan salah satu pengkajinya adalah Burton. Burton merupakan 
satu dari sebagian orang yang telah memprediksi peningkatan dramatis dalam 
terorisme bahkan sebelum terjadinya peristiwa 9/11 di Amerika Serikat.37 
Pengkajian tentang terorisme yang masuk dalam daftar kategori transnational 
organized crime kembali menarik perhatian dunia internasional setelah pada 
tanggal 11 September 2001 tiga pesawat komersil Amerika Serikat dibajak, 
dua diantaranya ditabrakkan ke menara kembar yakni Twin Towers World 
Trade Centre (WTC) dan gedung pentagon. Peristiwa ini dikenal masyarakat 
internasional sebagai tragedi 9/11. Kejadian ini pula telah menjadi starting 
point masyarakat dunia yang dipimpin Amerika Serikat untuk 
mendeklarasikan perang global melawan terorisme atau yang disebut global 
war against terrorism. 
Terorisme sebenarnya sudah ada sejak beberapa abad lalu dan sering 
dikaitkan dengan agama. Orang-orang Zelot, kaum Yahudi yang menentang 
dukungan Roma atas Palestina pada abad pertama Masehi pada waktu itu 
membunuh warga Roma pada siang hari dengan tujuan untuk menakut-nakuti 
penguasa Romawi. Selain itu, selama Revolusi Prancis, negara mulai 
                                                          
36 Diskusi Kejahatan Transnasional Bersama Deplu 
http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kegiatan/125-diskusi-kejahatan-transnasional-
bersama-deplu. Diakses pada tanggal 09 Agustus 2016. Pukul 17.09 WITA. 
37 https://www.polity.co.uk/ccr/contents/chapters/RAMSBOTHAMCh11.pdf. Diakses pada 
tanggal 10 Agustus 2016. Pukul 18.00 WITA. 
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menggunakan cara-cara terorisme terhadap musushnya. Istilah teror menurut 
revolusioner Prancis Maximilien Robespierre tidak lain adalah: 
Keadilan yang mendesak, parah, tidak fleksibel; karena itu teror 
merupakan emanasi kebajikan; teror bukanlah suatu prinsip yang 
sangat khusus karena teror merupakan konsekuensi dari prinsip umum 
demokrasi yang diterapkan untuk kebutuhan paling mendesak negara 
kita.38 
 
Kesulitan dalam menangani masalah terorisme adalah karena 
kelompok teror ini menyebar dan berpindah-pindah, bahkan terkadang teroris 
tinggal di dalam masyarakat sehingga sulit untuk dideteksi. Terorisme adalah 
tindakan melanggar hukum atau tindakan kekerasan yang mengancam 
peradaban, dimana sering dilakukan untuk mencapai tujuan politis, agama, 
atau tujuan-tujuan lain yang serupa. Dewasa ini pengertian umum mengenai 
terorisme dapat merujuk pada pemaknaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB): 
Terrorism is an anxiety-inspiring method of repeated violent action, 
employed by (semi-) clandestine individual, group, or state actors, for 
idiosyncratic, criminal or political reasons, whereby-in contrast to 
assassination-the direct targets of attacks are not the main targets. The 
immediate human victims of violence are generally chosen randomly 
(targets of opportunity) or selectively (representative or symbolic 
targets) from a target population, and serve as message generators. 
Threat-and violence-based communication processes between terrorist 
(organizations), (imperiled) victims, and main targets are used to 
manipulate the main target (audience(s), turning it into a target of 
terror, a target of demands, or a target of attention, depending on 
whether intimidation, coercion, or propaganda is primarily sought.39 
 
Dari definisi di atas terdapat tiga elemen yang harus dipenuhi untuk 
dapat memenuhi unsur definisi terorisme, yaitu motif politik, rencana atau 
                                                          
38 Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty. 2012. Pengantar Politik Global, terj. Amat 
Asnawi. Bandung: Nusa Media. Hal 396.  
39 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani. Op. Cit. Hal 140. 
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niat, dan penggunaan kekerasan. Berdasarkan definisi terorisme ini, maka 
dapat dikatakan bahwa definisi ini hanya melihat dari sisi aksi kekerasan atau 
violent action dari terorisme saja. Definisi terorisme ini mengerucut pada 
penggunaan kekerasan yang dilakukan dalam mencapai tujuan utamanya. Hal 
ini dapat diartikan bahwa jika sebuah tindakan yang tidak memakai aksi 
kekerasan tetapi mempunyai efek yang sama, tidak masuk dalam definisi yang 
telah disebutkan di atas. 
Terorisme dapat diartikan penggunaan teror sebagai tindakan simbolis 
yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik 
dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan 
ancaman kekerasan. Thornton mengkategorikannya menjadi dua. Pertama, 
enforcement terror yang dijalankan penguasa untuk menindas penentang 
kekuasaan mereka. Kedua, agitational terror, yakni teror yang dilakukan guna 
mengganggu tatanan yang mapan untuk kemudian menguasai tatanan politik 
tersebut.40 Motivasi pelaku terorisme dapat bersumber pada alasan-alasan 
idiosinkratik, kriminal, maupun politik. Sasaran atau korban bukan merupakan 
sasaran sesungguhnya, tetapi hanya sebagai bagian dari taktik intimidasi atau 
pun propaganda untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Kesamaaan tindakan 
terorisme terletak pada penggunaan kekerasan secara sistematik untuk 
menimbulkan ketakutan yang meluas.  
Kegiatan terorisme dapat menjadi berskala internasional atau dikatakan 
sebagai terorisme internasional apabila: 
                                                          
40 http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/119259-T+25241-Korban+kejahatan-
Tinjauan+literatur.pdf. Diakses pada tanggal 2 Desember 2016. Pukul 06.20 WITA. 
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1. Diarahkan kepada warga asing atau target luar negeri 
2. Dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah atau faksi dari 
lebih satu negara 
3. Diarahkan untuk mempengaruhi kebijakan dari pemerintahan 
asing.41 
Terorisme Internasional tentu merupakan kegiatan yang menghasilkan 
dampak negatif dan hanya akan membawa kesengsaraan di dalamnya. 
Terorisme internasional juga dibagi dalam beberapa bentuk yang dapat 
berupa: 
1. State-sponsored terrorism, yaitu tindakan terorisme yang 
dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai tujuannya. Misalnya, 
Amerika Serikat mengidentifikasikan beberapa negara untuk hal ini 
seperti Kuba, Irak, Iran, Lybia, Korea Utara, Syria. 
2. Privately-based terrorism, yaitu tindakan terorisme yang dilakukan 
oleh suatu kelompok terorisme privat, seperti Al-Qaeda, Jamaah 
Islamiyah, dan sebagainya.42 
Selain bentuk-bentuk terorisme internasional yang telah disebutkan di 
atas, terdapat pula lima ciri-ciri yang membedakan “teroris-teroris baru”, 
diantaranya43: 
1. Tingkat fanatisme dan kesetiaan mereka pada perjuangan lebih 
besar dari pendahulu mereka. 
                                                          
41 Ibid. Hal 141. 
42 Ibid. 
43 Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty. Op. Cit. Hal 401. 
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2. Kesediaan mereka untuk membunuh orang yang tidak bersalah 
dengan jumlah besar sangat kontras dengan kekerasan pendahulu 
mereka yang hanya ditujukan pada orang-orang tertentu yang 
punya arti simbolis. 
3. Banyak teroris baru siap menyerahkan hidup mereka dalam 
serangan bunuh diri yang mereka lakukan. 
4. Banyak kelompok teroris baru bersifat transnasional dan punya 
hubungan global dengan kelompok-kelompok yang serupa. 
5. Mereka semakin banyak yang menggunakan teknologi moderen 
seperti internet, dan ada kekhawatiran yang lebih besar bahwa 
sebagian dari mereka berusaha memperoleh senjata pemusnah 
massal. 
Pada dasarnya tindakan terorisme dalam menentukan targetnya, 
memilih target-target yang potensial untuk menimbulkan ketakutan dan 
kekhawatiran orang banyak. Sifat terorisme moderen adalah siapa saja dapat 
menjadi korban. Tindakan terorisme ditunjukkan agar menarik perhatian 
banyak orang bahkan perhatian internasional dan menimbulkan reaksi dari 
masyarakat internasional. Metode yang digunakan dalam terorisme 
bermacam-macam, mulai dari peculikan, penyanderaan, pembunuhan, hingga 
pengeboman. 
Ancaman terorisme internasional menjadi serius karena seluruh 
masyarakat yang kompleks dan terbuka bersifat rentan. Terdapat kemungkinan 
yang terbatas bagi pengawasan dan kontrol. Selain itu, teroris yang melakukan 
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bunuh diri dengan membawa bom berteknologi rendah tidak dapat dihentikan 
dengan mudah. Ditambah lagi dengan basis perekrutan teroris yang semakin 
luas.44   
Terdapat 12 perjanjian internasional di bawah naungan PBB45 yang 
berkaitan dengan terorisme, yaitu: 
1. Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On 
Board Aircraft (Tokyo Convention, 1963). 
2. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft 
(Hague Convention, 1970). 
3. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Againts the 
Safety of Civil Aviation (Montreal Convention, 1971). 
4. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Againts 
Internationally Protected Persons (1937). 
5. International Convention Againts the Taking of Hostages 
(Hostages Convention, 1979). 
6. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material 
(Nuclear Materials Convention, 1980). 
7. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at 
Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the 
Convention for the Suppression of Unlawful Acts Againts the 
Safety of Civil Aviation (1988). 
                                                          
44 Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2014. Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan 
Pendekatan, edisi V, terj. Dadan Suryadipura dan Pancasari Suyatiman. Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar. Hal 489. 
45 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani. Op. Cit. Hal 142. 
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8. Confention for the Suppression of Unlawful Acts Againts the Safety 
of Maritime Navigation (1988). 
9. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Againts the Safety of 
Fixed Platforms Located on the Continental Shelf (1988). 
10. Convention on the Marketing of Plastic Explosives for the Purpose 
of Detection (1991). 
11. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing 
(1997 UN General Assembly Resolution). 
12. International for the Suppression of the Financing of Terrorism 
(1999). 
Kemudian berkenaan dengan kewajiban setiap negara untuk 
memerangi terorisme, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan beberapa 
resolusi yg secara teori wajib diikuti seluruh anggota PBB seperti yang 
tercantum dalam pasal 25 Piagam PBB yaitu The members of the United 
Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in 
accordance with the Present Charter. Salah satu resolusi Dewan Keamanan 
PBB adalah resolusi nomor 1368 tanggal 12 September 2001 yang berisikan: 
Calls those state to work together urgently to bring justice the 
perpetrators, organizers and sponsors of these terrorist attacks and 
stresses that those responsible for aiding, supporting or harbouring 
the perpetrators, organizers and sponsors of these acts will be held 
accountable.46  
                                                          




KONVENSI ASEAN TENTANG TERORISME DAN KERJASAMA 
JEPANG-ASEAN DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI ASIA 
TENGGARA 
A. ASEAN Convention on Counter-Terrorism 
ASEAN Convention on Counter-Terrorism (Konvensi ASEAN dalam 
Kontra-Terrorism) adalah sebuah konvensi yang dibuat oleh negara-negara 
anggota ASEAN dan telah ditandatangani pada 13 Januari 2007. Konvensi ini 
merupakan kerangka kerja dalam kerjasama regional Asia Tenggara sebagai 
upaya melawan, mencegah, dan menekan ancaman terorisme. Konvensi ini 
juga meningkatkan peran kawasan Asia Tenggara dalam mewujudkan strategi 
gobal terhadap counter-terrorism. 
ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT) yang 
ditandatangani pada 2007 telah diratifiksai oleh negara-negara anggota 
ASEAN dan Malaysia merupakan negara kesepuluh yang meratifikasi 
konvensi ini. Terdapat beberapa prinsip yang terkandung dalam ASEAN 
Convention on Counter-Terrorism yaitu, antara lain menghormati kedaulatan, 
kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional suatu negara, tidak 
campur tangan terhadap urusan dalam negeri, menghormati yurisdiksi 
kewilayahan masing-masing, adanya bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, 
serta mengedepankan penyelesaian perselisihan secara damai. Selain itu, di 
dalam konvensi ASEAN ini secara khusus terdapat prinsip yang merupakan 
nilai tambah yang tidak dimiliki oleh konvensi serupa yaitu, didalamnya 
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memuat ketentuan mengenai program rehabilitasi bagi tersangka terorisme, 
adanya perlakuan yang adil dan manusiawi, serta penghormatan terhadap hak 
asasi manusia dalam proses penanganannya.47 
ASEAN sebagai organisasi yang menaungi kawasan Asia Tenggara 
tentu sadar atas bahaya serius yang ditimbulkan oleh terorisme terhadap 
orang-orang yang tidak bersalah, infrastruktur dan lingkungan, perdamaian, 
stabilitas kawasan dan internasional, serta pembangunan ekonomi di dalam 
kawasan. Langkah dari pemberantasan terorisme itu sendiri perlu untuk 
diidentifikasi lebih dalam dengan cara mengetahui akar permasalahan dari 
terjadinya ancaman atau tindakan terorisme. Sadar bahwa segala bentuk dari 
terorisme yang dilakukan dimana pun, kapan pun, dan oleh siapa pun, 
merupakan suatu ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan, tidak hanya 
regional tetapi juga internasional dan tantangan langsung bagi pencapaian 
perdamaian, kemajuan, dan kesejahteraan ASEAN. 
ASEAN menganggap bahwa perlunya peningkatan kerjasama kawasan 
dalam pemberantasan terorisme dan mengambil langkah-langkah efektif 
dengan menandatangani konvensi tentang pemberantasan atau perlawanan 
terhadap terorisme. Komitmen dalam kerjasama ini mencakup pencegahan dan 
penghentian segala bentuk tindakan teroris. Tujuan utama konvensi ini adalah 
memberikan kerangka kerjasama kawasan yakni Asia Tenggara untuk 
memberantas, mencegah, dan menghentikan terorisme dalam segala bentuk 
dan manifestasinya, dan untuk mempererat kerjasama antar lembaga penegak 
                                                          
47 http://referensi.elsam.or.id/2014/10/konvensi-asean-tentang-pemberantasan-terorisme/. Diakses 
pada tanggal 15 Agustus 2016. Pukul 13.11 WITA. 
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hukum dan otoritas yang relevan dari para pihak dalam memberantas 
terorisme. 
Ada beberapa bidang kerjasama yang diatur dalam ACCT yang 
mencakup upaya-upaya yang tepat dalam memberantas terorisme yang 
tentunya selaras dengan hukum nasional dari pihak masing-masing yang 
terkait, antara lain48: 
a. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah 
terjadinya tindakan teroris, termasuk pemberian peringatan dini 
kepada pihak-pihak lain melalui pertukaran informasi; 
b. Mencegah siapa pun yang mendanai, merencanakan, memfasilitasi, 
atau melakukan tindakan teroris dari penggunaan wilayah masing-
masing untuk tujuan-tujuan melawan pihak-pihak lain dan/atau 
warga negara pihak-pihak lain; 
c. Mencegah dan menindak pendanaan tindakan teroris; 
d. Mencegah pergerakan para teroris atau kelompok-kelompok teroris 
dengan pengawasan perbatasan yang efektif dan pengawasan 
penerbitan surat-surat identitas dan dokumen-dokumen perjalanan, 
dan melalui langkah-langkah untuk mencegah pemalsuan, 
penjiplakan, atau penyalahgunaan surat-surat identitas dan 
dokumen-dokumen perjalanan; 
e. Memajukan pengembangan kapasitas termasuk pelatihan dan kerja 
sama teknis dan penyelenggaraan pertemuan-pertemuan regional; 
                                                          
48 Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. 
http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=system/files/perundangan/11693224905.pdf. Diakses pada 
tanggal 15 Agustus 2016. Pukul 16.46 WITA. 
38 
 
f. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya 
untuk memberantas terorisme, serta mengembangkan dialog antar-
kepercayaan dan dalam satu kepercayaan serta dialog antar-
peradaban; 
g. Meningkatkan kerjasama lintas batas; 
h. Meningkatkan pertukaran data intelijen dan tukar-menukar 
informasi; 
i. Meningkatkan kerjasama yang telah ada untuk  pengembangan 
bank data kawasan dibawah lingkup badan-badan ASEAN yang 
relevan; 
j. Memperkuat kapabilitas dan kesiapsiagaan untuk menangani 
terorisme dengan bahan kimia, biologi, radiologi, nuklir, terorisme 
dunia maya dan setiap bentuk terorisme baru; 
k. Melakukan penelitian dan pengembangan langkah-langkah untuk 
memberantas terorisme; 
l. Mendorong penggunaan fasilitas video-konferensi atau 
telekonferensi untuk proses peradilan, apabila dimungkinkan; dan 
m. Memastikan bahwa siapa pun yang terlibat dalam pendanaan, 
perencanaaan, persiapan atau yang melakukan tindakan teroris atau 
membantu tindakan teroris akan diajukan ke persidangan. 
Berdasarkan bidang kerjasama dalam ACCT di atas, dapat dikatakan 
bahwa ASEAN menyatakan komitmen serius terhadap pemberantasan 
terorisme dengan merangkul negara-negara anggota untuk mewujudkan 
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keamanan bagi setiap pihak. Selain itu, konvensi ini juga mendahulukan 
tindakan pencegahan terorisme diawal dengan salah satu caranya memberikan 
peringatan dini kepada pihak-pihak lain melalui pertukaran informasi serta 
mencegah adanya pendanaan terhadap teroris tersebut. Dalam konvensi ini 
juga dikatakan dengan tegas bahwa siapa pun yang terlibat dalam segala 
bentuk terorisme mulai dari pendanaan, perencanaaan, persiapan atau yang 
melakukan tindakan teroris atau membantu tindakan teroris akan diajukan ke 
persidangan. 
Terdapat perlakuan yang adil pada Pasal VIII dalam konvensi yang 
dibuat oleh ASEAN ini, diantaranya49: 
1. Siapa pun yang ditahan atau yang dikenai tindakan-tindakan lain 
atau proses sesuai dengan konvensi ini wajib diberikan jaminan 
perlakuan adil, termasuk pemenuhan semua hak dan jaminan 
selaras dengan peraturan perundang-undangan dari pihak di 
wilayah orang tersebut berada dan ketentuan-ketentuan hukum 
internasional yang berlaku termasuk hukum hak asasi manusia 
internasional. 
2. Pada saat menerima informasi bahwa seseorang yang telah 
melakukan atau disangka telah melakukan suatu kejahatan 
terorisme berada di wilayahnya, pihak yang berkepentingan wajib 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan 




perundang-undangan domestik pihak dimaksud untuk menyelidiki 
fakta-fakta dalam informasi tersebut. 
3. Pada saat keadaan memang menghendaki demikian, pihak yang di 
wilayahnya pelaku atau tersangka dimaksud berada wajib 
mengambil langkah-langkah yang tepat berdasarkan perundang-
undangan domestik untuk memastikan kehadiran orang tersebut 
untuk tujuan penuntutan atau ekstradisi. 
4. Siapa pun yang dikenai tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat 3 Pasal ini berhak: 
a. berkomunikasi tanpa penundaan dengan wakil terdekat negara 
yang orang tersebut adalah warga negaranya atau wakil lain 
yang memiliki wewenang  untuk melindungi hak-hak orang 
tersebut; 
b. Dikunjungi wakil negara tersebut; 
c. Diberi informasi mengenai hak-hak orang berdasarkan sub ayat 
a dan b dari ayat 4 Pasal ini. 
5. Hak-hak yang dirujuk pada ayat 4 Pasal ini harus diterapkan 
selaras dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi-
regulasi dari pihak di wilayah keberadaan pelaku kejahatan atau 
tersangka pelaku kejahatan, tunduk pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan regulasi-regulasi dimaksud harus 
memungkinkan pemberian hak-hak secara penuh berdasarkan ayat 
4 Pasal ini. 
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6. Apabila suatu pihak, berdasarkan Pasal ini, telah menahan 
seseorang, pihak tersebut wajib segera memberitahukan, secara 
langsung atau melalui Sekretaris Jenderal ASEAN, pihak-pihak 
yang telah menetapkan yurisdiksi, dan apabila dipandang perlu, 
pihak-pihak lain mana pun yang berkepentingan, terhadap fakta 
bahwa orang tersebut dalam penahanan dan keadaan yang 
mengharuskan penahanan orang tersebut. Pihak yang sedang 
melakukan penyelidikan yang dirujuk pada ayat 2 Pasal ini wajib 
dengan segera memberitahukan pihak-pihak tersebut mengenai 
temuan-temuannya dan harus mengindikasikan apakah pihak 
tersebut bermaksud untuk menerapkan yurisdiksi terhadap orang 
dimaksud. 
Berdasarkan Pasal VIII dalam ACCT, terlihat bahwa adanya perlakuan 
adil terhadap tersangka atau pelaku tindakan teroris sesuai dengan hukum 
internasional yang berlaku serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam 
prosesnya. Beberapa hal lain yang termuat dalam ACCT ini adalah adanya 
kesetaraan berdaulat, integritas wilayah, dan non-interfensi. Rehabilitasi juga 
menjadi program bagi para pelaku tindak teroris dimana hal ini dilakukan 
dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan teroris, serta 
adanya bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi. 
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Sebagai organisasi regional yang menghimpun negara-negara Asia 
Tenggara, ASEAN perlu untuk menetapkan yurisdiksi negara dalam konvensi 
tentang pemberantasan terorisme, adalah sebagai berikut50: 
1. Suatu pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan 
untuk menetapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan 
terorisme apabila: 
a. Kejahatan dilakukan di wilayah pihak dimaksud, atau 
b. Kejahatan dilakukan di atas kapal berbendera pihak dimaksud 
atau di pesawat yang terdaftar menurut peraturan perundang-
undangan pihak dimaksud pada saat kejahatan dilakukan, atau 
c. Kejahatan dilakukan oleh warga negara pihak dimaksud. 
2. Suatu pihak dapat juga menetapkan yurisdiksinya atas setiap 
kejahatan apabila: 
a. Kejahatan dilakukan terhadap warga negara pihak dimaksud, 
atau 
b. Kejahatan dilakukan terhadap fasilitas negara atau pemerintah 
dari pihak dimaksud di luar negeri, termasuk Kedutaan Besar 
atau wilayah diplomatik dan konsuler lainnya, atau 
c. Kejahatan dilakukan sebagai upaya untuk memaksa pihak 
dimaksud  agar melakukan atau tidak melakukan tindakan apa 
pun, atau 




d. Kejahatan dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki 
kewarganegaraan yang berdomisili tetap di wilayah pihak 
dimaksud. 
3. Suatu pihak juga wajib menetapkan yurisdiksinya atas kejahatan-
kejahatan terorisme dalam hal tersangka pelaku kejahatan berada di 
dalam wilayah pihak dimaksud dan pihak tersebut tidak 
mengekstradisi tersangka dimaksud ke pihak-pihak mana pun yang 
telah menetapkan yurisdiksinya sesuai dengan ayat 1 atau 2 Pasal 
ini. 
4. Konvensi ini tidak mengecualikan penerapan setiap yurisdiksi 
pidana yang ditetapkan  oleh suatu pihak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan nasionalnya. 
ASEAN telah menyatakan komitmennya dalam menghadapi masalah 
terorisme. Dukungan tersebut disampaikan ASEAN melalui pertemuan 
puncak ARF kesembilan di Brunei Juli 2001. Hasil dalam pertemuan ini 
adalah ditandatanganinya ASEAN Declaration on Joint Action to Counter 
Terrorism dimana dalam deklarasi ini, ASEAN menyatakan untuk melawan, 
mencegah, dan menekan segala bentuk aksi terorisme sesuai dengan Piagam 
PBB dan hukum internasional lainnya. Tahun berikutnya tepatnya pada 
ASEAN Summit yang ke-8 ditandatangani pula Declaration on Terrorism di 
Phnom penh, Kamboja. Selanjutnya pada tahun 2007, ditandatangani ASEAN 
Convention on Counter-Terrorism sebagai wujud keseriusan dan merupakan 
pencapaian utama ASEAN dalam upayanya melawan terorisme. ASEAN 
44 
 
secara kelembagaan terus melakukan upaya untuk memerangi terorisme. Salah 
satu media yang paling penting bagi ASEAN dalam menanggapi isu terorisme 
adalah ASEAN Meeting on Transnational Crime (AMMTC). ASEAN 
berusaha melakukan konsolidasi ke dalam (antaranggota) maupun ke luar 
(dengan mitra dialog) untuk memperkuat upaya melawan ancaman terorisme 
di Asia Tenggara. 
B. Kasus Terorisme di Asia Tenggara 
Asia Tenggara adalah sebuah kawasan yang berada di benua Asia 
bagian tenggara. Kawasan ini mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya 
serta kepulauan yang ada di sekitarnya. Subkawasan Asia Tenggara terdiri dari 
sebelas negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Kamboja, 
Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Brunai Darussalam, dan Timor-Timur. 
Tetapi hanya sepuluh negara yang bergabung dalam satu organisasi regional 
yang disebut ASEAN (Association of Southeast Asian Nation). Sedangkan 
Timor-Timur tidak ikut bergabung dalam ASEAN. 
Berdasarkan sejarahnya, hubungan antar negara-negara di Asia 
Tenggara yang tergabung dalam ASEAN mengalami perkembangan mengenai 
berbagai isu-isu internasional. Sebagai negara-negara yang memiliki 
kedekatan secara geografi, tak heran jika isu-isu yang mengemuka dalam 
hubungan antarnegara di Asia Tenggara ini meliputi segala aspek dalam 
kehidupan bernegara baik itu berkenaan dengan aspek ekonomi, politik, sosial 




Gambar 3.1 : Peta Asia Tenggara 
 
Sumber: http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/seasia.pdf 
Dewasa ini, isu yang menjadi perhatian semua negara yang ada di 
dunia adalah isu terorisme yang masuk dalam kategori kejahatan lintas negara 
(transnational crime). Terorisme jika dilihat dari sejarahnya sebenarnya 
bukanlah sebuah isu baru. Namun adanya perkembangan zaman membawa 
dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan isu terorisme ini yang pada 
beberapa tahun terakhir menjadi isu global. Awalnya isu ini menjadi perhatian 
global sejak terjadinya serangan terorisme di Amerika Serikat pada tanggal 11 
September 2001. 
Kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang bersifat khas, yaitu 
lintas negara (borderless). Kejahatan ini tidak mengenal batas negara sehingga 
merupakan bentuk ancaman global bagi seluruh negara. Negara-negara di Asia 
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Tenggara yang tergabung dalam ASEAN menjadikan terorisme sebagai isu 
bersama dalam konteks kawasan. Isu terorisme merupakan salah satu isu yang 
menjadi tantangan besar bagi stabilitas keamanan di negara-negara kawasan 
Asia Tenggara. 
Terorisme merupakan tindakan yang memilik dampak negatif bagi 
suatu negara tanpa terkecuali kawasan seperti Asia Tenggara. Di mana 
intensitas dari adanya aktivitas dan serangan dari teroris yang pernah terjadi di 
Asia Tenggara, mengindikasikan bahwa kawasan Asia Tenggara menjadi 
salah satu sarang dari jaringan terorisme internasional. Ide terorisme kemudian 
disebarkan dengan mudah yaitu dengan cara memanfaatkan kemajuan 
teknologi informasi yang ada sekarang ini. Pada akhirnya, kelompok teroris 
yang berada di negara satu dengan kelompok di negara lainnya mampu 
membuat jaringan dengan menggunakan peralatan teknologi, dan batas-batas 
negara tidak lagi menjadi penghalang. Bahkan dengan adanya teknologi yang 
canggih, kelompok terorisme mendapat kemudahan akses pendanaan, baik 
yang legal seperti melalui berbagai kelompok usaha dan lembaga-lembaga 




Teroris asing yang tersebar di kawasan Asia Tenggara digambarkan 
melalui gambar berikut: 
Gambar 3.2 : Teroris Asing di Asia Tenggara 
 
Sumber: United Nation Office on Drugs and Crime. 
http://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/what-we-do/terrorism-
prevention/index.html 
Berdasarkan gambar di atas, menurut UNODC teroris asing yang 
tersebar di Asia Tenggara paling banyak di Indonesia, kemudian di Filipina, 
Malaysia, dan Siangapura. Sedangkan Thailand, Kamboja, Laos, dan 
Myanmar tidak diketahui. Selain adanya teroris asing yang tersebar di 
kawasan Asia Tenggara, terjadi pula serangkaian serangan teroris di kawasan 









Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2001 
sampai 2013, serangan teroris cenderung lebih sering terjadi di negara Filipina 
dan Thailand. Puncaknya terjadi pada tahun 2013 dimana angka serangan 
teroris meningkat tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan 
Indonesia sendiri menunjukkan terjadinya serangan teroris meskipun 
angkanya tidak setinggi Filipina dan Thailand. 
Negara-negara di kawasan Asia Tenggara sebagian besar dalam 
sejarahnya dapat dikatakan merupakan negara-negara dengan banyak aksi 
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terorisme di wilayahnya. Negara-negara seperti Indonesia, Filipina, dan 
Thailand merupakan negara-negara yang memiliki sejarah terorisme di masa 
lalu dan bahkan masih berlangsung sampai saat ini. Perhatian Asia Tenggara 
terhadap masalah terorisme semakin tinggi sejak terjadinya peristiwa 
pengeboman di Amerika Serikat pada 11 September 2001. Sejak saat itu pula, 
Amerika melancarkan kampanye global war on terrorism karena terorisme 
dianggap sebagai bentuk ancaman terhadap eksistensi manusia. Asia Tenggara 
pun tidak lepas dari perhatian Amerika dalam kampanye melawan terorisme, 
mengingat pernah terjadi beberapa kasus terorisme diberbagai negara yang ada 
di kawasan ini, seperti Thailand, Filipina, dan Indonesia. 
A.1. Terorisme di Thailand 
Pada dasarnya terorisme yang terjadi di Thailand sangat berkaitan 
dengan konflik dari pemberontakan di Thailand Selatan, yang meliputi 
provinsi Yala, Narathiwat, dan Pattani. Etnis Thai telah mencoba untuk 
memaksa Muslim Melayu yang ada di Selatan untuk bergabung ke dalam 
struktur politik Thai. Hal ini sudah terjadi sejak tahun 1902. Pemerintah 
Thailand merencanakan untuk membangun negara yang kuat dan bersatu 
tanpa memandang budaya, bahasa, dan agama dari masyarakat setempat. 
Hambatan bahasa, income disparity, dan diskriminasi menjadi masalah bagi 
sebagian masyarakat di Thailand. Tetapi pemberontakan atas perasaan 




Berikut peta wilayah Thailand Selatan yang sering terjadi terorisme 
dalam bentuk pemberontakan: 




Pemberontakan yang terjadi di Thailand Selatan mengakibatkan 
ketidakstabilan politik dan ekonomi. Tidak hanya itu, masalah keamanan 
menjadi poin utama sebagai akibat yang ditimbulkan dari adanya 
pemberontakan ini. Sejak tahun 2004, kekerasan yang terjadi antara 
pemberontak yaitu gerakan separatisme muslim di Thailand Selatan dengan 
pasukan keamanan Thailand telah memakan korban lebih dari 3.400 jiwa, hal 
ini sesuai dengan laporan pers Thailand. Pemerintah Thailand juga mengakui 
51 
 
bahwa cukup sulit untuk mengetahui motif serangan yang dilakukan oleh 
gerakan separatisme ini.51 
Kelompok-kelompok separatisme yang aktif melakukan teror di 
Thailand Selatan, pada dasarnya terinspirasi oleh persepsi lama bahwa etnis 
Thai yang mayoritas memeluk agama Budha melakukan aniaya terhadap etnis 
muslim melayu (sekitar 1,3 juta etnis Melayu di Yala, Narathiwat dan Pattani, 
yakni 80% dari populasi provinsi, dari total keseluruhan populasi penduduk 
Thailand 65 juta). Pemberontakan dan serangan yang dilakukan oleh gerakan 
kelompok separatisme di Thailand Selatan ini, tidak menjalankan agenda anti-
barat seperti yang terjadi di negara-negara kawasan Asia Tenggara lainnya 
yang aksi terornya identik dengan aksi menentang dominasi barat. Sebagian 
besar para ahli percaya bahwa aksi kekerasan dan teror yang terjadi di 
Thailand Selatan adalah keinginan untuk memiliki daerah otonomi sendiri.52 
Selain itu, kelompok pemberontak yang berada di Thailand Selatan  tidak 
ditujukan untuk menurunkan pemerintahan yang ada melalui serangan teror. 
Wilayah Thailand Selatan memiliki sejarah kekerasan separatisme 
sejak awal abad ke-20, meskipun gerakan utamanya diperkirakan telah terjadi 
pada awal 1990-an. Muslim Thai sudah lama menyatakan keluhan terhadap 
perlakuan diskriminasi. Mereka merasa terpinggirkan dan daerah mereka 
tertinggal dalam bidang pembangunan ekonomi dibanding daerah-daerah lain 
di Thailand. Aktor-aktor utama di Thailand Selatan meliputi: National Front 
                                                          
51 Terrorism in Southeast Asia. 
https://www.fas.org/sgp/crs/terror/RL34194.pdf. Diakses pada tanggal 14 November 




Revolusioner (BRN, Barisan Revolusi Nasional), Pattani United Liberation 
Organization (PULO), New PULO, Pattani Islam Mujahideen Movement 
(GMIP, Gerakan Mujahidin Islam Pattani), Bersatu dan Pusaka. Namun, 
kelompok yang paling aktif di Thailand Selatan sekarang ini adalah BRN 
Coordinate, yang merupakan salah satu faksi dalam Barisan Revolusi 
Nasional. Karakter dari kampanye yang dilancarkan oleh para pemberontak 
sekarang ini berubah dari perang gerilya menjadi urban terrorism, dimana 
pada masa lalu, para pemberontak menargetkan pejabat militer, polisi, dan 
pemerintah. Sedangkan sekarang, targetnya sebagian besar warga sipil dan 
infrastruktur yang ada.53 
Sulitnya mengidentifikasi pemimpin pemberontakan di Thailand 
merupakan salah satu yang membuat Pemerintah Thailand mengalami kendala 
dalam menyelesaikan konflik pemberontakan yang telah dilakukan kelompok-
kelompok separatisme lokal di Thailand Selatan. 
A.2. Terorisme di Filipina 
Perkembangan terorisme di Filipina dapat dikatakan sangat pesat. Hal 
ini dapat dilihat dari perkembangan kelompok-kelompok ekstrimis yang 
melakukan aksi teror di Filipina. Ancaman teror yang dihadapi oleh 
pemerintah Filipina yang dilakukan oleh kelompok ekstremis yang berada di 
Filipina meliputi MILF (Moro Islamic Liberation Front) dan MNLF (Moro 
National Liberation Front), ASG (Abu Sayyaf Group). Ketiga kelompok ini 
bertujuan untuk mendirikan negara Islam independen terutama di provinsi-
                                                          
53 Rohan Gunaratna. Op. Cit. Hal 5. 
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provinsi dengan mayoritas penduduk muslim yang berada di Mindanao 
Selatan. Pemberontakan yang terjadi di Mindanao sebagian besar disebabkan 
oleh kebijakan pemerintah yang tidak merata. Selain itu, terdapat pula 
perasaan terkekang dari Pemerintah Pusat. Bangsa Moro merasa bahwa hak-
hak mereka sebagai minoritas di negara tersebut tidak sepenuhnya diakui dan 
partisipasi politik serta pemajuan ekonomi mereka telah dicabut.54 
Terorisme yang terjadi di Filipina dapat dikatakan sebagai bentuk 
pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok gerakan 
ekstrimis yang berkembang di Filipina. Aksi kekerasan di Filipina yang 
dilakukan kelompok separatis Moro Islamic Liberation Front (MILF) 
beroperasi di Mindanao, Kepulauan Sulu, Basilan dan Jolo. Sejak 1978 
kelompok ini telah melakukan pemberontakan bersifat militer terhadap 
pemerintahan Filipina. Anggota organisasi ini sebelumnya tergabung dalam 
Moro National Liberation Front (MNLF). Pemisahan dilakukan karena 
MNLF bersedia berdamai dengan pemerintah. 
Aksi teror merupakan bentuk penolakan Bangsa Moro terhadap 
kebijakan pemerintah Filipina yang dianggap telah merugikan Bangsa Moro. 
Kelompok pemberontak yaitu MILF memiliki kekuatan bersenjata yang 
diperkirakan sekitar 10.000-12.000. Kelompok MILF berpisah dari kelompok 
pemberontak Muslim lainnya yaitu MNLF pada akhir tahun 1970-an.55 Kedua 
kelompok ini telah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Filipina 
selama kurang lebih 30 tahun. 
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Selain MILF dan MNLF, terdapat pula kelompok teroris di Filipina 
yakni Abu Sayyaf Group (ASG). Kelompok ini terbentuk pada tahun 1991 dan 
berlokasi di Filipina selatan. Pendirinya adalah Abdurajak Abubakar Janjalani 
yang tewas tertembak oleh polisi pada tahun 1998. Abdurajak Abubakar 
Janjalani merupakan mantan anggota Moro National Liberation Front 
(MNLF). Ia kemudian memilih memisahkan diri dari MNLF pada tahun 1991. 
Nama Abu Sayyaf sendiri diambil dari nama seorang politisi dan pejuang 
Afghanistan yakni Prof. Abdul Rasul Sayyaf.56 
Abu Sayyaf Group (ASG) merupakan salah satu kelompok teroris yang 
terkecil akan tetapi paling ditakuti dan paling keras dari organisasi teroris 
lainnya di Filipina. ASG beroperasi di Pulau paling selatan wilayah Mindanao 
yaitu Pulau Sulu.57 Didirikan pada awal 90-an, organisasi ini muncul sebagai 
alternatif dari kedua organisasi sebelumnya yakni MILF dan MNLF. ASG 
berusaha menciptakan sebuah negara Islam merdeka di Filipina Selatan.58 
Abdurajak Janjalani sebagai pimpinan kelompok ini memiliki 
hubungan yang cukup dekat dengan anggota inti Al-Qaeda dan mengarahkan 
ASG memulai aksi bom, yang menjadikan orang Kristen sebagai targetnya 
                                                          
56 Empat Kelompok Teroris Ini Bikin Asia Tenggara Tidak Aman. 
http://news.okezone.com/read/2016/04/05/18/1354456/empat-kelompok-teroris-ini-bikin-
asia-tenggara-tidak-aman. Diakses pada tanggal 14 November 2016. Pukul 20.33 WITA. 
57 Garret Atkinson. 2012. Abu Sayyaf: The Father of the Swordsman, A Review of the Rise of 
Islamic insurgency in the Southern Philippines. American Security Project. 
https://www.americansecurityproject.org/wp-content/uploads/2012/03/Abu-Sayyaf-The-
Father-of-the-Swordsman.pdf. Diakses pada tanggal 15 November 2016. Pukul 16.06 
WITA. 
58 Abu Sayyaf Group. 
https://www.csis.org/analysis/abu-sayyaf-group. Diakses pada tanggal 14 November 
2016. Pukul 21.10 WITA. 
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pada tahun 1991.59 Pada dasarnya, Kristen sebenarnya bukanlah target 
langsung kekerasan ASG. Tetapi karena mayoritas masyarakat Filipina adalah 
Kristen, maka tidak dapat dihindari bahwa merekalah yang menjadi korban 
dari serangan ASG. Ancaman dari ASG tidak dapat diremehkan, sebagai 
kelompok yang lebih memiliki kemampuan dibanding kelompok lainnya. 




Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa sejak tahun 1995, ASG telah 
melakukan serangkaian serangan yang mengakibatkan korban tewas atau 
terluka. Puncak dari serangkaian serangan yang pernah dilakukan ASG terjadi 
antara tahun 2003-2004. Sejak ASG terbentuk, kelompok ini telah melakukan 
serangkaian aksinya dengan cara ikut terlibat dalam penculikan untuk 




mendapatkan tebusan, pengeboman, pembunuhan dan pemerasan. ASG 
menggunakan teror untuk kepentingan dan keuntungan pendanaan operasi 
mereka. 
Pada bulan April 2000, kumpulan ASG menculik 21 orang, 10 
diantaranya adalah orang Barat dari sebuah resor di Malaysia. Pada tanggal 27 
Februari 2004, anggota kelompok ASG yang pada saat itu dipimpinan oleh 
Khadafi Janjalani membom sebuah feri di Teluk Manila, aksi pengeboman 
tersebut menewaskan 116 jiwa. Kemudian tahun 2007, anggota ASG dan 
MILF ikut dalam aksi tembak-menembak dengan Tentara Filipina di Pulau 
Basilan, dan dari peristiwa tersebut menewaskan 14 orang. Pada Januari 
2009,ASG menculik tiga pekerja Palang Merah Internasional di Provinsi Sulu, 
dan menahan salah satu sandera sampai enam bulan. Aksi dari penculikan dan 
penyanderaan hingga pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok ASG ini 
berlanjut sampai pada tahun 2011, dimana ASG menculik beberapa orang 
untuk mendapatkan tebusan. 
Sebenarnya, di Filipina sendiri masalah utamanya adalah bahwa 
pemerintah belum mampu untuk menempatkan mekanisme kontra-terorisme 
yang kuat. Tidak adanya alokasi anggaran oleh pemerintah untuk intelijen dan 
penegak hukum meskipun multilembaga seperti Anti-Terrorism Task Force 
telah dibentuk dalam upaya untuk memerangi terorisme. Ada juga beberapa 
kerjasama antar lembaga pemerintah yang berbeda.60 
  
                                                          
60 Rohan Gunaratna. Op. Cit. Hal 6-7. 
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A.3. Terorisme di Indonesia 
Isu terorisme global menjadi penting sejak peristiwa pengeboman 9/11 
di Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri sebelum peristiwa 9/11 telah 
mengalami serangkaian serangan teroris yang mengakibatkan penderitaan bagi 
banyak orang. Rangkaian tindakan-tindakan teroris terjadi dari awal tahun 
2000. Peristiwa yang dianggap paling memprihatinkan adalah terjadinya Bali 
Bombing pada 12 Oktober 2002 yang mengakibatkan banyaknya korban 
diantaranya berasal dari Australia, Eropa, dan Asia. Sekitar 200 lebih orang 
meninggal dan 235 orang terluka akibat serangan terorisme tersebut.61 
Pasca terjadinya Bom Bali pada Oktober 2002, AS telah menjadikan 
Jemaah Islamiyah (JI) sebagai salah satu organisasi teroris internasional. Hal 
itu terjadi setelah Dewan Keamanan PBB menambahkan JI sebagai daftar 
kelompok teroris, sehingga semua negara yang menjadi anggota PBB 
diharuskan untuk membekukan aset organisasi, dan menolak akses dana ke 
JI.62 JI merupakan organisasi teroris di Asia Tenggara yang berbasis di 
Indonesia. JI diyakini sebagai organisasi yang aktif dan berbahaya.63 
Peneliti terorisme Sydney Jones memaparkan bahwa JI dibagi dalam 
empat wilayah operasi di Asia Tenggara, yakni: 
1. Mantiqi 1: Malaysia, Singapura dan Thailand Selatan. Menitikberatkan 
pada pendanaan. 
                                                          
61 Teroris di Indonesia dan Usaha yang Diambil untuk Mengalahkan Masalah. 
 http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/terrorisme/69-teroris-di-indonesia-
dan-usaha-usaha-yang-diambil-untuk-mengalahkan-masalah. Diakses pada tanggal 15 
November 2016. Pukul 06.08 WITA. 
62 Terrorism in Southeast Asia. Op.Cit  
63 International Crisis Group Report. 2003. Jemaah Islamiyah in South East Asia: Damaged but 
Still Dangerous. Hal 1. 
https://www.crisisgroup.org/file/2826/download?token=qUzrFm_W. Diakses pada 
tanggal 14 November 2016. Pukul 16.15 WITA. 
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2. Mantiqi 2: Indonesia (Jawa dan Sumatera). Dititikberatkan sebagai 
wilayah jihad. 
3. Mantiqi 3: Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia Timur, Indonesia 
(Kalimantan dan Sulawesi). Dititikberatkan sebagai daerah pelatihan. 
4. Mantiqi 4: Australia. Menitikberatkan pada aspek ekonomi dan 
pendanaan.64 
 
Jemaah Islamiyah (JI) adalah organisasi yang paling berbahaya setelah 
Al-Qaeda. Kelompok ini sangat dipengaruhi oleh ideologi dan modus 
operandi yang dibawa oleh Al Qaeda. Kemunculan JI berawal dari Gerakan 
Darul Islam yang disebabkan karena ketidaksepakatan diantara para pemimpin 
mengenai tujuan politik yang ingin dikejar.65 JI merupakan organisasi 
terorisme terbesar di Asia Tenggara dan dianggap sebagai ancaman serius bagi 
keamanan kawasan. Hal ini dilihat dari beberapa pelaku aksi terorisme yang 
pernah terjadi di Asia Tenggara utamanya di Indonesia adalah anggota JI. 
Adapun berbagai aksi yang telah dilakukan anggota JI di Indonesia 
adalah Bom Natal tahun 2000. Kemudian pada tahun 2001, 81 pengeboman 
dan 29 peledakan terjadi di Jakarta, Bom Bali I tahun 2002 yang merupakan 
peristiwa pengeboman yang paling banyak memakan korban, Bom Marriot 
tahun 2003, Bom Kedutaan Besar Australia tahun 2004 serta Bom Bali II 
tahun 2005.66 Berdasarkan aksi teroris yang pernah terjadi di Indonesia dapat 
dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap ancaman 
terorisme. 
                                                          
64 Sidney Jones Speaks on Jemaah Islamiyah. 
http://www.indonesiamatters.com/28/sidney-jones-on-jemaah-islamiyah/. Diakses pada 
tanggal 14 November 2016. Pukul 22.13 WITA. 
65 Rohan Gunaratna. Op.Cit. Hal 7 
66 Sukawarsani Djelantik. 2006. Terrorism in Indonesia: The Emergence of West Javanese 
Terrorist. East-West Center. Hal 2. 
59 
 
Sebagai negara yang pernah mengalami beberapa kali aksi teror, 
Indonesia senantiasa berkomitmen dalam upaya penanggulangan terorisme, 
termasuk diantaranya upaya penanggulangan terorisme di bawah kerangka 
PBB. Dalam kaitan ini, Indonesia berperan aktif dalam melakukan kerjasama 
dengan United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force 
(CTITF), Terrorism Prevention Branch-United Nation Office for Drugs and 
Crime (TPB-UNODC), dan United Nations Counter-Terrorism Executive 
Directorate (UNCTED). Lebih lanjut, Indonesia melakukan upaya untuk 
mengimplementasikan empat pilar United Nations Global Counter-Terrorism 
Strategy (UNGCTS). Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya hukum 
internasional dalam penanggulangan terorisme internasional. Dalam kaitan ini, 
Indonesia telah meratifikasi delapan konvensi internasional terkait 
penanggulangan terorisme yang memperkuat kerangka hukum nasional.67 
C. Strategi ASEAN-Japan Joint Declaration for Cooperation to Combat 
International Terrorism 
ASEAN dan Jepang memulai hubungan dialog informal pada tahun 
1973 dan meningkat kepada hubungan formal dengan dibentuknya mekanisme 
ASEAN-Japan Forum pada bulan Maret 1977.68 Salah satu hubungan yang 
dijalin oleh ASEAN dan Jepang adalah pengembangan kerjasama dibidang 
keamanan, yakni memerangi terorisme dimana tujuannya demi mewujudkan 
                                                          
67 Indonesia dan Upaya Penanggulangan Terorisme. 
http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Terorisme.aspx. 
Diakses pada tanggal 15 November 2016. Pukul 08.12 WITA. 
68 Kerjasama ASEAN dan Mitra Wicara. 
www.kemlu.go.id/Other%20Documents/ASEAN/Kerjasama%20ASEAN%20dan%20Mit
ra%20Wicara.PDF. Diakses pada tanggal 15 November 2016. Pukul 08.42 WITA. 
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rasa damai dan tenang bagi masyarakat Asia Tenggara. Hal ini diwujudkan 
dalam ASEAN-Japan Joint Declaration for Cooperation to Combat 
International Terrorism. Berbagai kerjasama kontra-terorisme dan kejahatan 
lintas batas negara ini dilakukan antara lain dalam kerangka pertemuan tingkat 
pejabat tinggi mengenai kejahatan lintas batas negara dan dialog kontra 
terorisme.69 Upaya ASEAN dalam menanggulangi masalah terorisme melalui 
kerjasama dengan negara lain dalam hal ini Jepang mencerminkan sifat 
jaringan teroris yang lintas batas (transnational). 
Dalam fokusnya, Jepang melakukan kerjasama dengan ASEAN dalam 
memerangi terorisme dengan tujuan kepentingan keamanan serta upaya 
Jepang dalam menunjukkan peran sertanya dalam menjaga perdamaian dunia, 
Jepang menganggap bahwa masalah terorisme telah menjadi masalah 
internasional yang mengancam negara-negara dunia, tanpa terkecuali negara-
negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Sehingga Jepang memutuskan 
untuk melakukan kerjasama dengan ASEAN dalam mengamankan kondisi 
keamanan wilayah Asia Tenggara. 
Kerjasama kontra-terorisme ASEAN-Jepang telah dibahas, disepakati, 
dan dilaksanakan berdasarkan pemahaman selama dekade terakhir. Kerjasama 
ini bertujuan untuk membangun lembaga-lembaga regional dalam menanggapi 
munculnya terorisme di Asia Tenggara, dan upaya tersebut sejalan dengan 
agenda global untuk memerangi ekstrimisme kekerasan transnasional. Agenda 
                                                          
69 Kerjasama Eksternal ASEAN Mitra Wicara Organisasi Internasional ASEAN. 
http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Kerja-Sama-Eksternal-ASEAN-Mitra-
Wicara-Organisasi-Internasional-ASEAN.aspx. Diakses pada tanggal 15 November 2016. 
Pukul 11.29 WITA. 
61 
 
tersebut tidak dapat berjalan efektif tanpa didukung oleh pemerintah dari 
setiap negara untuk mempromosikan agenda memerangi terorisme. Dengan 
demikian, kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat ASEAN sebagai 
organisasi regional dan melindungi masyarakat yang ada di dalamnya serta 
berkontribusi dalam agenda global memerangi terorisme.70 
Jepang mulai mempromosikan kerjasama kontra-terorisme dengan 
ASEAN pasca peristiwa Bom Bali I pada tahun 2002. Pada bulan Desember 
2003, Tokyo Declaration for the Dynamic and Enduring ASEAN-Japan 
Partnership in the New Millennium ditandatangani, khususnya menyerukan 
untuk kerjasama masa depan dalam memerangi terorisme. ASEAN dan Jepang 
melakukan kerjasama kontra-terorisme termasuk pertukaran informasi, 
kerjasama penegakan hukum, pencegahan pendanaan teroris, kontrol imigrasi, 
keamanan transportasi nasional, peningkatan kemampuan melalui pelatihan 
dan pendidikan, proyek kerjasama dengan Southeast Asia Regional Centre for 
Counter-Terrorism (SEARCCT), dan proyek-proyek pembangunan yang 
bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi dan 
ketidakadilan.71 
Setelah ditandatanganinya deklarasi kerjasama ASEAN-Jepang dalam 
melawan terorisme internasional, para pemimpin ASEAN menyambut baik hal 
itu. Mereka menganggap bahwa hal ini dapat meningkatkan kerjasama dan 
menunjukkan kemajuan dalam upaya memerangi terorisme. Bahkan pada KTT 
ASEAN-Jepang ke-17 tepatnya November 2014, ditegaskan bahwa 
                                                          





pentingnya kerjasama ASEAN dan Jepang dalam menjamin perdamaian dan 
keamanan di kawasan. Adanya berbagai tantangan di kawasan global, seperti 
eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris semakin 
menegaskan pentingnya memperkuat kerjasama dalam menangani masalah 
internasional seperti terorisme.72 
Inisiatif awal dari kerjasama kontra-terorisme ASEAN-Jepang diikuti 
oleh serangkaian dialog tahunan, mulai dengan ASEAN-Japan Counter-
Terrorism Dialogue (AJCTD) pada tahun 2006. Tahap pertama AJCTD ini 
(2006-2011) berhasil mengembangkan forum ASEAN-Jepang untuk bertukar 
pandangan mengenai urusan yang berhubungan dengan terorisme dan juga 
mengidentifikasi wilayah untuk kerjasama kontra-terorisme lebih lanjut. 
Berbagai proyek kawasan dirumuskan dan diimplementasikan melalui dana 
yang disediakan oleh Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF). 
Dengan dimulainya AJCTD, pemerintah Jepang membentuk skema 
bantuan hibah yang baru, yakni Grant Aid for Cooperation on Counter-
Terrorism and Security Enhancement pada tahun 2006 dengan anggaran 
tahunan sebesar 7,2 miliar Yen. Dengan cara ini, baik JAIF dan Grant Aid for 
Cooperation on Counter-Terrorism and Security Enhancement telah menjadi 
instrumen Jepang untuk mempromosikan kerjasama capacity-building dalam 
bidang kontra-terorisme. JAIF digunakan untuk proyek kawasan sedangkan 
bantuan hibah kontra-terorisme digunakan untuk kerjasama bilateral, termasuk 
penyediaan kapal patroli ke Indonesia, peningkatan sistem komunikasi untuk 
                                                          
72 KTT ASEAN Pertama Presiden Joko Widodo. 2014. Majalah ASEAN VI: Direktorat Jenderal 
Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI. Hal 13. 
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keamanan maritim di Filipina, perbaikan fasilitas keamanan di pelabuhan 
Autonomous Phnom Penh di Kamboja, dan peningkatan perlengkapan 
keamanan maritim di Malaysia.73 Dengan cara ini, Jepang telah aktif 
mempromosikan kerjasama kontra-terorisme dengan ASEAN selama lebih 
dari satu dekade. 
Dalam kerjasama kontra-terorisme yang dibangun oleh ASEAN dan 
Jepang menekankan komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip yang 
tercantum dalam kerjasama ini, sesuai dengan hukum yang berlaku di negara 
masing-masing. Meninjau setiap atau semua rangkaian kegiatan kerjasama ini 
melalui rapat atau pertemuan yang ada. Adapun beberapa cakupan dalam 
kerjasama ini, diantaranya sebagai berikut:74 
1. Memperkuat pertukaran informasi dan kerjasama penegakan hukum 
terhadap kegiatan teroris dan organisasi teroris; termasuk melalui 
ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana untuk 
membawa teroris ke pengadilan; 
2. Memastikan kesimpulan awal dan pelaksanaan dari semua konvensi 
kontra-terorisme yang relevan dan juga semua Resolusi PBB terkait 
terorisme internasional; 
3. Memperkuat langkah-langkah yang diperlukan dalam melawan dan 
mencegah pendanaan teroris dan organisasi teroris serta penggunaan 
sarana alternatif pengiriman uang seperti transfer uang ilegal; 
                                                          
73 Navigating Change: ASEAN-Japan Strategic Partnership in East Asia and in Global 
Governance. Loc.Cit. 
74 ASEAN Documents on Combating Transnational Crime and Terrorism. Loc.Cit. 
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4. Melaksanakan langkah yang tepat sehingga teroris tidak akan 
menggunakan organisasi sosial dan kelompok-kelompok lainnya untuk 
menutupi aksi mereka; 
5. Memperkuat kontrol imigrasi untuk mencegah pergerakan dari teroris 
dan memberikan bantuan untuk wilayah perbatasan; 
6. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan keamanan 
transportasi nasional, termasuk keamanan penerbangan, keamanan 
maritim dan keamanan peti kemas yang disepakati dalam kerangka 
ARF, ASEAN+3, dan ASEAN and Japan Transport Ministers 
Meeting; 
7. Memperkuat upaya-upaya dalam capacity-building melalui pelatihan 
dan pendidikan; konsultasi antar para pejabat, analis dan operator 
lapangan; pengiriman tenaga ahli, seminar, dan konferensi, 
dan  proyek bersama yang sesuai; 
8. Terus mengembangkan proyek kerjasama dengan Southeast Asia 
Regional Centre for Counter-Terrorism (SEARCCT) di Malaysia dan 
mengembangkan kerjasama dengan International Law Enforcement 
Academy (ILEA) di Thailand dan Jakarta Centre for Law Enforcement 
Cooperation (JCLEC) di Indonesia; 
9. Mengembangkan kerjasama multilateral dalam melawan terorisme 
dalam cakupan internasional; 
10. Mengembangkan langkah-langkah kerjasama yang lebih rinci dalam 
wilayah yang diidentifikasi di atas; dan 
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11. Melanjutkan dukungan terhadap proyek-proyek pembangunan yang 
bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-
ekonomi dan ketidakadilan, serta mempromosikan peningkatan standar 
hidup, khususnya dari kelompok yang kurang mampu dan masyarakat 





KERJASAMA KONTRA-TERORISME JEPANG-ASEAN DALAM 
UPAYA MENANGGULANGI TERORISME DI ASIA TENGGARA 
A. Implementasi Kerjasama Kontra-Terorisme Jepang-ASEAN 
Dalam dunia internasional setiap negara harus melakukan interaksi 
dengan negara lainnya untuk mempertahankan eksistensinya. Interaksi antar-
negara ini bisa berupa dalam bentuk kerjasama maupun persaingan. Dalam 
tulisan ini, bentuk interaksi internasional yang akan dibahas adalah bentuk 
kerjasama. Jepang melakukan kerjasama dengan ASEAN dalam upaya 
menanggulangi terorisme di kawasan Asia Tenggara, dimana kawasaan ini 
merupakan salah satu kawasan yang berpotensi terhadap ancaman dan 
serangan terorisme.  
Kawasan ASEAN ini rentan terhadap ancaman teroris karena kawasan 
ini pernah dijadikan front kedua setelah Afganistan dalam kampanye anti 
terorisme global oleh Presiden Amerika Serikat setelah terjadinya 
pengeboman WTC pada 11 September 2001 di Amerika Serikat. Hal ini 
terjadi karena kawasan ini adalah kawasan yang mayoritas populasinya 
beragama Islam, sehingga terorisme dianggap rawan terjadi di kawasan ini 
dikarenakan Islam merupakan agama yang sama dengan agama yang dianut 
oleh Osama Bin Laden yang merupakan pemimpin organisasi teroris 
internasional Al-Qaeda. Alasan lain mengapa kawasan ini rentan akan 
ancaman terorisme adalah karena dibeberapa negara di kawasan ini seperti 
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Indonesia, Malysia, dan Filipina terdapat beberapa kelompok minoritas Islam 
yang cenderung keras dalam menyampaikan aspirasi mereka. Rentannya 
kawasan ini terhadap ancaman terorisme dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa 
terorisme yang pernah terjadi di kawasan ini. 
Membangun hubungan dalam ikatan kerjasama merupakan hal yang 
dilakukan oleh negara sebagai wujud interaksi internasional. Pada dasarnya, 
negara menjalin sebuah kerjasama dengan memasukkan tujuan tertentu, baik 
itu tujuan ekonomi, politik, maupun keamanan. Hal ini terjadi pada ASEAN 
sebagai organisasi regional Asia Tenggara. Sebagai perhimpunan dari 
beberapa negara di Asia Tenggara, ASEAN memiliki tanggungjawabnya 
sendiri.  
ASEAN dalam menjalankan tanggung jawabnya tentu menghadapi 
beberapa masalah. Salah satunya masalah keamanan kawasan, lebih tepatnya 
isu terorisme. Isu terorisme sebenarnya tidak hanya dialami oleh Asia 
Tenggara saja, bahkan negara besar seperti Amerika Serikat pun pernah 
merasakan kekejaman dari aksi teroris, yakni serangan pengeboman di World 
Trade Centre (WTC) dan pentagon di Amerika Serikat yang dikenal sebagai 
peristiwa 9/11. Peristiwa ini mengejutkan tidak hanya Amerika Serikat, tetapi 
juga dunia. 
Terorisme yang terjadi di Asia Tenggara, tidak jauh berbeda dengan 
yang terjadi di Amerika Serikat pada 2001 yang lalu. Serangkaian peristiwa 
pengeboman juga pernah terjadi di kawasan ini. Contohnya di Indonesia 
dimana pernah terjadi kasus pengeboman yang cukup besar yang terjadi pada 
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tahun 2002 di Bali. Bahkan ada kelompok terorisme yang berbasis di 
Indonesia yakni Jemaah Islamiyah, dianggap memiliki keterkaitan dengan 
organisasi teroris internasional Al-Qaedah. Tidak hanya peristiwa 
pengeboman, tetapi juga penculikan dan penyanderaan sering dilakukan oleh 
teroris yang berada di Asia Tenggara, seperti yang Abu Sayyaf Group yang 
merupakan kelompok teroris yang berada di Filipina sering melakukan 
penculikan dan penyanderaan dengan tujuan untuk meminta uang tebusan. 
Uang tebusan ini akan dijadikan sebagai dana operasional bagi organisasi 
teroris. Selain itu, terorisme juga terjadi di Thailand. Terorisme di Thailand 
pada dasarnya sangat berkaitan dengan pemberontakan yang terjadi di wilayah 
Thailand bagian selatan. Para pemberontak menuntut adanya otonomi daerah 
sendiri. Namun, dalam pemberontakan tersebut tidak mengagendakan anti 
barat dan tidak bertujuan untuk menurunkan pemerintahan yang ada.   
Menyadari adanya potensi ancaman teroris melihat sejarah Asia 
Tenggara yang telah mengalami serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh 
teroris, Asia Tenggara melalui organisasi regional ASEAN merespon masalah 
terorisme ini dengan menjalin kerjasama bersama Jepang sebagai mitra dialog 
ASEAN. Kerjasama yang terjadi antara ASEAN dan Jepang ini adalah bentuk 
kerjasama keamanan yang bertujuan untuk menanggulangi masalah terorisme 
di Asia Tenggara. Kerjasama ASEAN-Jepang terkait penanggulangan 
terorisme di Asia Tenggara ini telah dideklarasikan selama lebih dari satu 
dekade tepatnya sejak tahun 2004 melalui ASEAN-Japan Joint Declaration for 
Cooperation to Combat International Terrorism. 
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Kerjasama ASEAN dan Jepang penting untuk dilakukan demi 
keamanan masyarakat ASEAN. Sejak dideklarasikannya kerjasama kontra-
terorisme ASEAN-Jepang, Jepang kemudian mengambil beberapa langkah 
untuk mendukung pengimplementasian kerjasama ini. Mulai dari pemberian 
bantuan hibah kepada beberapa negara yang ada di Asia Tenggara, 
memperkuat upaya capacity-building melalui serangkaian pelatihan, dimana 
terpusat pada beberapa bagian, yakni kontrol imigrasi dimaksudkan untuk 
membatasi bahkan menutup pergerakan terorisme mengingat sifat dari 
terorisme itu sendiri yakni lintas batas, keamanan penerbangan, keamanan 
pelabuhan dan maritim, kerjasama penegakan hukum, dan mencegah 
terjadinya pendanaan terhadap teroris dan organisasinya karena dalam 
menjalankan kegiatannya, teroris tentu membutuhkan dana untuk membeli 
senjata. 
Berdasarkan langkah Jepang dalam kerjasama dengan ASEAN yang 
telah disebutkan, dapat dilihat bahwa kerjasama ASEAN-Jepang lebih 
diarahkan kepada penguatan-penguatan infrastruktur yang ada di Asia 
Tenggara. Melihat dari bantuan yang diberikan oleh Jepang dalam kerjasama 
ini, Jepang dianggap memfasilitasi ASEAN dalam upaya penanggulangan 
terorisme di kawasan Asia Tenggara untuk mewujudkan keamanan di dalam 
kawasan. 
Lebih lanjut, kerjasama kontra-terorisme ASEAN-Jepang ini telah 
memberikan kontribusi terhadap pembangunan ASEAN Political Security 
Community (APSC) dan kemampuannya untuk menangani masalah terorisme 
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di dalam kawasan. Tidak diragukan lagi bahwa peran mitra dialog, dalam hal 
ini Jepang sangat dibutuhkan dan memberikan pengaruh terhadap upaya 
penanggulangan terorisme di Asia Tenggara. Jepang yang mengambil inisiatif 
untuk memobilisasi skema seperti Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) dan 
bantuan hibah dalam program kontra-terorisme. 
Pasca dideklarasikannya kerjasama ASEAN-Jepang dalam melawan 
terorisme internasional pada tahun 2004, dilakukan beberapa dialog yang 
dimulai tahun 2006 melalui ASEAN-Japan Counter-Terrorism Dialogue 
(AJCTD). Dialog ini telah dilakukan sebanyak sembilan kali sejak 2006 
hingga 2014. Selain itu, dialog ini juga merupakan hasil dari perjanjian yang 
telah di sepakati pada ASEAN-Japan Summit 2005. Melalui AJCTD ini, 
ASEAN dan Jepang berhasil membuat sebuah forum untuk saling bertukar 
pandangan terkait masalah terorisme. Sedangkan pada AJCTD yang 
diselenggarakan pada tahun berikutnya di Kuala Lumpur membicarakan 
tentang kerjasama yang lebih spesifik antara ASEAN dan Jepang dalam hal 
kontra-terorisme. Dialog ini dianggap sebagai kerangka kerja yang penting 
untuk memperkuat kerjasama kontra-terorisme Jepang-ASEAN dalam 
persiapan untuk membangun ASEAN Community pada tahun 2015. 
Tahap pertama AJCTD  dilakukan pada 2006-2011, dimana di dalam 
dialog tersebut, ASEAN dan Jepang melakukan perrtukaran pandangan 
mengenai masalah yang berhubungan dengan terorisme dan juga 
mengidentifikasi wilayah yang ada di Asia Tenggara untuk dilakukan 
kerjasama kontra-terorisme lebih lanjut. Dalam dialog ini juga Pemerintah 
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Jepang kemudian membentuk skema bantuan hibah yang baru, yakni Grant 
Aid for Cooperation on Counter-Terrorism and Security Enhancement dengan 
anggaran tahunan mencapai 7,2 miliar Yen. 
Bantuan hibah ini diberikan kepada Indonesia sebesar 1,921 juta Yen 
yang digunakan untuk penyediaan tiga kapal patroli pada tahun 2006. Pada 
tahun yang sama, bantuan ini juga diberikan kepada Kamboja sebesar 927 juta 
Yen untuk perbaikan fasilitas dan peralatan keamanan di pelabuhan 
Sihanoukville dan Phnom penh. Tahun berikutnya Filipina mendapat bantuan 
sebesar 609 juta Yen untuk peningkatan sistem komunikasi dalam 
keselamatan dan keamanan maritim. Selanjutnya tahun 2008, Malaysia 
mendapatkan bantuan hibah sebesar 473 juta Yen yang digunakan untuk 
perbaikan peralatan untuk peningkatan keamanan maritim. 
Selain itu, berbagai proyek kawasan untuk mendukung capacity 
building juga dirumuskan dan dilaksanakan dengan menggunakan dana 
Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF). Dapat dilihat bahwa dana JAIF ini 
digunakan untuk pembangunan proyek kawasan sedangkan bantuan hibah 
digunakan untuk kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Jepang dengan 
negara-negara yang berada di Asia Tenggara terkait kontra-terorisme yang 
diarahkan pada keamanan transportasi, pengawasan perbatasan dan imigrasi, 
penegakan hukum, serta keamanan maritim. JAIF dan skema bantuan hibah 
yang baru ini kemudian menjadi instrumen Jepang untuk mempromosikan 
kerjasama capacity building di bidang kontra-terorisme. 
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AJCTD memasuki tahap kedua pada tahun 2012. Tahap pertama 
dialog yang dilakukan ASEAN dan Jepang dinilai berhasil terutama dalam 
membangun proyek-proyek dasar dalam berbagai bidang kebijakan kontra-
terorisme, kemudian tahap selanjutnya yakni 2012-2014 dirancang untuk lebih 
menyoroti bidang prioritas yang ASEAN dan Jepang telah sepakati bersama. 
Bidang yang dimaksud adalah Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, 
and Explosive Agents (CBRNE), dan cyberterrorism. Tujuan dari dialog pada 
tahap kedua ini bukan untuk mengesampingkan bidang-bidang lain yang 
sudah dibahas pada tahap pertama, yakni keamanan transportasi, pengawasan 
perbatasan dan imigrasi, penegakan hukum, dan keamanan maritim. Namun, 
prioritas pada tahap kedua adalah untuk membicarakan masalah CBRNE dan 
cyberterrorism agar dapat diatasi melalui kerjasama dengan Jepang dan 
menghindari kemungkinan terjadinya tumpang tindih dengan inisiatif dari 
mitra dialog lainnya. Melalui cara ini, Jepang telah aktif mempromosikan 
kerjasama kontra-terorisme dengan ASEAN. 
Kerjasama kontra-terorisme ASEAN-Jepang memperlihatkan bahwa 
Jepang sebagai mitra dialog ASEAN berkeinginan untuk mendukung ASEAN 
dalam upaya menanggulangi masalah terorisme di Asia Tenggara. Kerjasama 
ini dilakukan karena masalah terorisme di Asia Tenggara merupakan masalah 
keamanan yang serius yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di dalam 
kawasan. Sehingga masyarakat yang berada di kawasan Asia Tenggara dapat 




Selanjutnya, Jepang tidak hanya memberikan bantuan berupa dana 
baik dana JAIF maupun dana hibah, tetapi Jepang juga membuktikan 
kerjasamanya melalui seminar tentang kontra-terorisme yang dihadiri oleh 
Jepang dan negara-negara ASEAN yang diadakan di Jakarta pada tahun 2011. 
Selain itu di Filipina juga pernah diadakan seminar kontra-terorisme yang 
telah berlangsung sebanyak lima kali sejak 2003. Dengan diadakannya 
seminar kontra-terorisme ini tentu akan menambah pengetahuan bagi ASEAN 
dan Jepang terkait kontra-terorisme. 
Melalui cara-cara di atas, Jepang dengan aktif mempromosikan 
kerjasama kontra-terorisme dengan ASEAN selama lebih dari satu dekade, 
terutama sejak tahun 2004. Hal ini pada satu sisi merupakan cerminan dari 
komitmen yang kuat oleh Jepang untuk kerjasama perdamaian internasional 
sejak akhir Perang Dingin. Di sisi lain merupakan proyeksi strategis kemauan 
politik Jepang untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam pemeliharaan 
keamanan kawasan di Asia Tenggara melalui kerjasama masalah keamanan. 
Kerjasama kontra-terorisme ASEAN-Jepang dibentuk dengan tujuan 
dapat menanggulangi masalah terorisme yang ada di Asia Tenggara atau 
setidaknya dapat mengurangi ancaman dan serangan teroris yang terjadi di 
kawasan ini. Meskipun pada kenyataannya tidak dapat dikatakan bahwa Asia 
Tenggara telah terbebas dari masalah terorisme. Hal ini dapat dilihat dari 
serangan teroris yang masih cukup tinggi yang pada dasarnya dilakukan oleh 
kelompok militan lokal, seperti Abu Sayyaf Group yang berada di Filipina. 
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 Secara luas, Global Terrorism Index 2016 menyatakan bahwa negara-
negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand, dan Indonesia masih 
masuk dalam peringkat 40 besar terkait masalah terorisme. Dimana Filipina 
peringkat 12, Thailand 15, dan Indonesia peringkat 38.75 Berdasarkan hal ini 
dapat dikatakan bahwa masalah terorisme di Asia tenggara belum sepenuhnya 
teratasi dan masih sangat rentan terhadap ancaman teroris melihat beberapa 
negara di Asia Tenggara seperti yang disebutkan di atas terutama Filipina 
masih berada pada peringkat yang cukup tinggi terkait masalah terorisme. 
B. Tantangan Implementasi Kerjasama Kontra-Terorisme Jepang- ASEAN 
Upaya untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan kejahatan 
transnasional seperti terorisme di Asia Tenggara harus dilakukan dengan 
membangun kerjasama karena mengingat sifat terorisme yang lintas batas 
sehingga perlu untuk bekerjasama dengan pihak lain. ASEAN dalam hal ini 
sebagai organisasi kawasan Asia Tenggara melakukan upaya penanggulangan 
terorisme dengan Jepang. Upaya ini dilakukan untuk melindungi masyarakat 
di dalam kawasan Asia Tenggara. 
Jepang memutuskan untuk menjalin kerjasama kontra-terorisme 
dengan ASEAN tentu memiliki alasan-alasan tertentu yakni, Jepang sebagai 
mitra dialog ASEAN sadar bahwa Asia Tenggara merupakan pasar yang 
potensial bagi Jepang. Dimana beberapa negara di Asia Tenggara merupakan 
pemasok bahan mentah bagi Jepang. Hal ini sangat berkaitan dengan 
                                                          
75 Global Terrorism Index: Measuring and Understanding the Impact of Terrorism. 
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-
2016.2.pdf. Diakses pada tanggal 17 November 2015. Pukul 19.51 WITA. 
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kepentingan produksi Jepang. Asia Tenggara sekaligus menjadi pasar bagi 
produk-produk yang dihasilkan Jepang. Asia Tenggara juga memiliki sumber 
daya alam yang melimpah yang sangat dibutuhkan oleh Jepang. Dengan 
adanya masalah terorisme di Asia Tenggara tentu akan mengganggu stabilitas 
keamanan kawasan Asia Tenggara. Hal ini juga akan berdampak terhadap 
kegiatan ekonomi yang dijalankan Jepang di Asia Tenggara. 
Selain itu, Jepang memiliki tiga kebijakan dasar dalam langkah-
langkah melawan terorisme internasional antara lain Memperkuat kontra-
terorisme secara nasional, melakukan kerjasama internasional dan 
memberikan bantuan peningkatan kemampuan (capacity building) kontra-
terorisme bagi negara-negara yang membutuhkan. Berdasarkan hal tersebut, 
Jepang memutuskan melakukan kerjasama dengan ASEAN dalam bidang 
keamanan, tepatnya menanggulangi terorisme dan memberikan bantuan untuk 
mendukung capacity building di negara-negara Asia Tenggara. Jepang juga 
berkeinginan untuk membuktikan eksistensinya di dunia internasional terkait 
perdamaian dunia dengan cara berperan aktif dalam mengatasi isu-isu 
keamanan yang dalam hal ini adalah isu terorisme di Asia Tenggara. 
ASEAN dan Jepang dalam menjalankan kerjasama kontra-terorisme 
tentu menghadapi beberapa tantangan dalam pengimplementasian kerjasama 
tersebut. Tantangan-tantangan tersebut tentu harus diidentifikasi lebih lanjut. 
Tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian kerjasama ini adalah 
perlu diketahui bahwa kelompok-kelompok militan separatis yang berada di 
Asia Tenggara memilih menggunakan “halaman belakang” negara-negara 
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ASEAN untuk beroperasi menanamkan ideologi radikal dan telah 
menghasilkan jihadis lokal karena mereka menganggap bahwa daerah-daerah 
pedalaman memiliki pengamanan yang lemah sehingga dengan mudah dapat 
memasuki wilayah tersebut. Contohnya di pedalaman selatan Thailand, 
Mindanao di Filipina, dan Poso di Indonesia. Semua daerah tersebut rawan 
konflik dan merupakan target perekrutan dan pelatihan bagi teroris lokal. Di 
daerah ini juga, agenda dari peacebuilding belum sepenuhnya tercapai dan 
tindakan kekerasan pun terus berlanjut. Tidak hanya itu, kelompok teroris 
yang tersebar di Asia Tenggara seperti Jemaah Islamiyah dan Abu Sayyaf 
Group dikatakan memiliki keterkaitan dengan organisasi teroris internasional 
yakni Al-Qaedah. Sehingga masalah pendanaan dan strategi tentu didukung 
oleh Al-Qaedah. 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tantangan yang jelas adalah 
harmonisasi dan sinkronisasi dari upaya perdamaian dan kegiatan kontra-
terorisme dalam cara yang lebih efektif. Kerjasama peacebuilding dalam 
kerangka Internasional telah menjadi salah satu pilar diplomatik utama Jepang 
selama beberapa dekade, dan salah satunya adalah dengan menjalin kerjasama 
kontra-terorisme dengan ASEAN untuk menciptakan rasa damai di dalam 
kawasan Asia Tenggara. 
Tantangan dalam mengatasi terorisme di kawasan Asia Tenggara salah 
satunya adalah kelompok teroris di kawasan ini berpindah-pindah tempat, 
berbaur dan tinggal di lingkungan masyarakat sipil sehingga sulit untuk 
dideteksi. Selain itu, globalisasi juga merupakan salah satu tantangan dalam 
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menanggulangi terorisme ini. Hal ini terjadi karena dengan globalisasi batas-
batas negara memudar dimana pergerakan manusia, barang, dan jasa menjadi 
lebih bebas dari satu negara ke negara lain. Selanjutnya, globalisasi dianggap 
sebagai penyebab terjadinya kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan 
sosial.  
Kondisi globalisasi ini merupakan kondisi dimana terorisme mudah 
berkembang. Selain itu, terorisme juga ditunjang oleh perkembangan dan 
kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan oleh teroris untuk 
kegiatan operasionalnya seperti, pengiriman data, perluasan jaringan, dan 
sebagai jalur permbiayaan operasi.  
Selain itu, ancaman terorisme sebagian berasal dari kenyataan bahwa 
kontrol perbatasan yang ada di negara-negara Asia Tenggara dikatakan masih 
lemah. Hal ini akan menjadi tantangan selanjutnya yang dihadapi ASEAN dan 
Jepang dalam implementasi kerjasama kontra-terorisme untuk menanggulangi 
terorisme di Asia Tenggara. Banyak bagian di kawasan Asia Tenggara, 
terutama di wilayah maritim, terdapat wilayah-wilayah perbatasan yang tidak 
dijaga diperairan Asia Tenggara. Padahal, kawasan Asia Tenggara ini 
sebagian besar adalah perairan dimana seharusnya penjagaan di wilayah-
wilayah perbatasan diperkuat. 
Tantangan lain dalam mengatasi terorisme di kawasan Asia Tenggara 
adalah belum terintegrasinya kesesuaian antara pemahaman filosofis mengenai 
terorisme dan perhatian serius dari segenap negara untuk menanggulangi 
masalah terorisme. Masyarakat di Asia Tenggara masih acuh terhadap upaya 
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penanggulangan terorisme dan belum bergabung dengan pemerintah dalam 
mendukung pencengahannya. Selanjutnya, pemahaman masyarakat yang 
masih sangat minim terhadap upaya penanggulangan terorisme. Masyarakat di 
Asia Tenggara pada umumnya masih beranggapan bahwa terorisme adalah 
masalah yang hanya dihadapi oleh pemerintah dan aparaat-aparat keamanan 
negara. Munculnya anggapan tersebut membuat banyak masyarakat skeptis 
terhadap agenda tersembunyi di balik berbagai aksi terorisme yang jika 
diabaikan dapat mengancap stabilitass keamanan kawasan Asia Tenggara. 76 
Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas mengenai upaya 
pencegahan dan penanggulangan terorisme. Masyarakat perlu diberikan 
pemahaman mengenai eksistensi terorisme, dampak buruk yang 
diakibatkannya, dan yang terutama adalah mengenai peranan yang harus 
dijalani dalam mendukung penanggulangan terorisme. Selain itu diperlukan 
adanya komunikasi serta koordinasi yang sinergis dari seluruh elemen 
bangsa.77 
Kondisi perbatasan yang lemah di Asia Tenggara dapat 
memungkinkan banyak jenis gerakan ilegal lintas batas untuk beroperasi 
secara bebas dan berpeluang melakukan tindakan terorisme. Jelas bahwa hal 
tersebut telah membantu imigran yang tidak memiliki dokumen resmi dan 
memiliki senjata-senjata ilegal untuk melakukan perjalanan melewati 
                                                          
76 Kartika wulansari. 2015. Menelaah Berbagai Tantangan Penanggulangan Terorisme di 
Indonesia. http://www.kompasiana.com/kartikawulansari11/menelaah-berbagai-
tantangan-penanggulangan-terorisme-di-indonesia_566bbf84cf7a61690a963431. Diakses 




perbatasan yang telah terus-menerus meningkatkan kemampuan ekstrimisme 
kekerasan di kawasan Asia Tenggara. 
Oleh karena itu, tantangan dari pengimplementasian kerjasama 
melawan terorisme ini adalah memperkuat kontrol atas wilayah perbatasan, 
dan hal ini juga sangat bergantung pada upaya dari masing-masing negara di 
Asia Tenggara untuk membangun kapasitas patroli perbatasan. Kontrol 
perbatasan yang lemah tentunya bukan masalah baru, hal ini sudah tertanam 
dalam sejarah kawasan dari pembangunan bangsa. Tetapi sekarang sedang 
ditinjau kembali mengingat ancaman keamanan transnasional saat ini yang 
semakin besar, dan kawasan diharapkan untuk menangani agenda yang lebih 
progresif dalam kerjasama dengan masyarakat internasional, contohnya 
menjalin kerjasama dengan Jepang sebagai mitra dialog ASEAN untuk 
menanggulangi masalah terorisme di dalam kawasan Asia Tenggara. 
Jepang telah mengeluarkan berbagai inisiatif untuk mempromosikan 
kerjasama maritim dengan negara-negara ASEAN. Setelah mendeklarasikan 
kerjasama melawan terorisme pada tahun 2004, melalui serangkaian dialog, 
Jepang melakukan kerjasama kontrol perbatasan dan keamanan maritim 
dimana hal ini merupakan kekhawatiran bersama. Untuk lebih memperkuat 
kerjasama ASEAN-Jepang pada kontrol perbatasan, Jepang dapat lebih aktif 
memulai sebuah visi untuk membangun akademi kawasan atau pelatihan 
untuk lembaga penegak hukum maritim seperti penjaga pantai. Akademi ini 




Adanya kesenjangan komitmen diantara negara-negara ASEAN dalam 
melawan terorisme menjadi tantangan selanjutnya dalam kerjasama kontra-
terorisme yang dibangun oleh ASEAN dan Jepang. Beberapa negara memiliki 
pandangan berbeda terkait terorisme tergantung ancaman yang terjadi di 
dalam negara. Padahal, jika semua negara-negara ASEAN memiliki komitmen 
yang sama terkait kerjasama kontra-terorisme tentu akan membuat kerjasama 
ini berjalan lebih efektif. 
Tantangan lainnya adalah masalah pendanaan teroris yang telah terus-
menerus menjadi penyebab terjadinya ekstrimisme kekerasan di Asia 
Tenggara. Masalah ini perlu ditangani dengan tegas dan serius oleh ASEAN 
dan Jepang dalam kerjasamanya melawan terorisme. Sudah lama dikatakan 
bahwa Asia Tenggara memiliki kapasitas yang lemah dalam hal melawan 
pencucian uang. Dimana pencucian uang merupakan salah satu faktor penting 
dalam perkembangan kegiatan kejahatan transnasional, termasuk perdagangan 
narkoba dan terorisme. 
Namun masalah pencucian uang adalah ancaman yang lebih umum 
untuk semua negara-negara ASEAN, karena menyebabkan kerugian yang 
besar bagi perekonomian nasional negara. Meskipun tidak secara langsung 
berkaitan dengan kerjasama kontra-terorisme. Membangun tindakan-tindakan 
kawasan terhadap penanggulangan pencucian uang juga akan mewakili upaya 
yang signifikan terhadap pelemahan dasar pendanaan kegiatan teroris di 
kawasan Asia Tenggara. Karena terorisme merupakan salah satu bagian dari 
kejahatan transnasional dimana pencucian uang dapat memberikan kekuatan 
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bagi para teroris dan organisasi teroris untuk semakin berkembang di dalam 
kawasan Asia Tenggara. 
Dalam konteks agenda penanggulangan pencucian uang dapat dibahas 
dan dijadikan poin utama dalam dialog ASEAN dan Jepang tentang kontra-
terorisme sebagai salah satu langkah yang penting dalam menanggulangi 
masalah terorisme di Asia Tenggara terkait pendanaan teroris. Hal ini pada 
dasarnya berada pada pembangunan kapasitas disektor keuangan pada bidang 
kerjasama dimana Jepang telah lama dianggap sebagai negara yang memiliki 
kapasitas tersebut. 
Hal di atas merupakan tantangan yang harus di hadapi oleh ASEAN 
dan Jepang dalam kerjasama kontra-terorisme sebagai upaya menanggulangi 
terorisme di Asia Tenggara. Tidak hanya itu, pada dasarnya setiap kampanye 
untuk memerangi terorisme diterima dengan cara yang berbeda oleh setiap 
negara karena masing-masing negara memiliki tingkat pandangan yang 
berbeda-beda terhadap ancaman terorisme yang terjadi di dalam negara 
mereka. Sehingga logika ini telah menciptakan kesenjangan komitmen dan 
kontribusi dalam kerjasama kontra-terorisme antara negara-negara ASEAN 
dengan Jepang. 
Adanya kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat menjadi 
tantangan selanjutnya dalam pengimplementasian kerjasama kontra-terorisme 
yang dibangun oleh Jepang dan ASEAN. Masyarakat yang hidup dalam 
kesulitan lebih mudah diprovokasi untuk melakukan tindakan kekerasan atau 
pun terorisme. Rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat dari 
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kebijakan yang dibuat pemerintah juga menjadi tantangan. Hal ini dapat 
memunculkan gerakan-gerakan pemberontakan menuntut ketidakadilan dan 
berpotensi menjadi terorisme. Dengan alasan kemiskinan dan ketidakadilan, 
para teroris menggunakan agama sebagai wadah dan saluran untuk 
melampiaskan kegelisahan mereka. 
Setelah beberapa bantuan hibah yang diberikan oleh Jepang kepada 
negara-negara ASEAN, seperti kontrol imigrasi, keamanan pelabuhan dan 
penerbangan, dapat dilihat bahwa Jepang dan ASEAN hanya memandang 
terorisme dalam bentuk fisik, tanpa melihat bahwa terorisme juga dapat terjadi 
di dunia maya atau lewat internet yang biasa disebut cyberterrorism. Hal ini 
terjadi akibat perkembangan teknologi dan adanya globalisasi. Cyberterrorism 
digunakan untuk menebar ancaman sehingga menimbulkan ketakutan. 
Terorisme semacam ini juga dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan. 
Karena kejahatan ini menggunakan komputer sebagai sarana untuk melakukan 
tindakan teror dengan cara melumpuhkan infrastruktur secara luas, seperti 
jaringan komunikasi dan transportasi dengan tujuan-tujuan tertentu seperti 
tujuan politik. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan dalam bidang teknologi 





KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
1. Terorisme merupakan sebuah kejahatan transnasional (lintas batas) yang 
dapat mengganggu stabilitas keamanan suatu negara. Terorisme mulai 
mencuat sejak terjadinya pengeboman di Amerika Serikat pada 11 
September 2001. Persoalan terorisme juga menjadi perhatian bagi kawasan 
Asia Tenggara karena negara-negara yang berada di kawasan ini pernah 
mengalami serangkaian ancaman dan peristiwa terorisme. Menanggapi hal 
ini, Asia Tenggara melalui ASEAN memutuskan untuk melakukan 
kerjasama dengan negara lain dalam menanggulangi masalah terorisme 
dan Jepang sebagai mitra dialog menjadi negara yang bekerjasama dengan 
ASEAN. Dalam kerjasama ini Jepang memberikan beberapa bantuan 
kepada ASEAN seperti bantuan hibah, kontrol imigrasi, dan mencegah 
pendanaan teroris dan organisasinya. Meskipun kerjasama ini belum dapat 
menghapus masalah terorisme di Asia Tenggara. 
2. Sebagai mekanisme yang dibuat untuk menanggulangi masalah terorisme 
di Asia Tenggara, kerjasama kontra-terorisme Jepang-ASEAN ini tidak 
terlepas dari berbagai macam hambatan dan tantangan dalam 
pengimplementasiannya. Seperti lemahnya pengawasan terhadap wilayah 
perbatasan dimana para teroris dengan mudah dapat memasuki wilayah-
wilayah perbatasan. Adanya perbedaan pandangan antara negara-negara 
ASEAN terhadap ancaman terorisme dimasing-masing negara sehingga 
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kerjasama melawan terorisme ini disesuaikan dengan keadaan di dalam 
negara sendiri. Pada akhirnya komitmen terhadap kerjasama kontra-
terorisme Jepang-ASEAN menjadi berbeda bagi setiap negara ASEAN. 
Hal ini kemudian dapat menjadi tantangan dalam pengimplementasian 
kerjasama kontra-terorisme yang dijalin Jepang dan ASEAN dalam upaya 
menanggulangi terorisme di Asia Tenggara. 
B. Saran 
1. ASEAN dan Jepang sebagai dua pihak yang melakukan kerjasama dalam 
menanggulangi terorisme di Asia Tenggara sebaiknya terus berkomitmen 
pada tujuan awal dibentuknya kerjasama ini. Oleh karena itu, diperlukan 
adanya sikap serius dari negara-negara ASEAN untuk mewujudkan tujuan 
dari kerjasama ini dimana keamanan merupakan bagian penting bagi suatu 
negara. Karena di dalam suatu negara terdapat masyarakat yang perlu 
untuk dilindungi. 
2. Selain kerjasama dengan pihak lain, negara-negara ASEAN sebaiknya 
mengatasi masalah kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan di dalam 
negara masing-masing karena terorisme sering terjadi akibat 
keterbelakangan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat terutama 
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